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ABSTRAK 
VENGKY RUNDE PASEDAN. B 111 09 460. “Delik Penghinaan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.”  Dibimbing  oleh  Muhadar, dan 
Hj. Nur Azisa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara delik 
penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) 
dengan penghinaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; dan 
untuk mengetahui pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan 
melalui Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan bahan 
hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan isu hukum delik 
penghinaan, baik yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE maupun 
yang terdapat di dalam KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder dan 
tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi hukum dari 
permasalahan yang terjadi terhadap delik penghinaan yang menggunakan 
sarana elektronik. Tekhnik memperoleh bahan hukum selanjutnya 
dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research)¸ yakni 
dengan melakukan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-
undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang 
berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  
Hasil peneltian menunjukan bahwa perbedaan antara delik 
penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan 
penghinaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dibagi 
dalam tiga kriteria sifat pembeda, yaitu berbeda dalam penggolongan delik 
penghinaan; berbeda dalam pengaturan ancaman pidananya; dan 
berbeda pula dalam pemaknaan atas unsur diketahui umum terkait 
ketentuan penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE; dan perbuatan 
yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yaitu delik penghinaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 
UU ITE sebagai species delicht dari KUHP (genus delicht), sehingga 
konsekuensi hukumnya penggolongan delik penghinaan yang terdapat 
dalam KUHP juga dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU 
ITE 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pasca reformasi, jaminan kemerdekaan berpendapat atas warga 
negara tertuang dalam sarana kedaulatan rakyat yang disebut dengan 
prinsip demokrasi. Oleh karena itu konstitusi atau lebih tepatnya disebut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 
disingkat UUD NRI 1945) pasca empat kali amandemen, nuansa hak 
untuk menyalurkan pendapat dalam segala fungsi pemerintahan telah 
menyediakan pengejawantahan dari prinsip demokrasi itu sendiri.  Hal ini 
tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 
yang menegaskan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan maupun 
dengan tulisan”.  
Sejalan dengan itu Pasal 28 F UUD NRI 1945 jaminan kebebasan 
berpendapat hingga pada berkomunikasi diatur lebih lanjut lagi bahwa 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.” 
Pengakuan terhadap prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan 
menyampaikan pendapat tidak hanya tertuang dalam UUD NRI 1945 saja, 
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tetapi juga sudah dimuat dalam beberapa Perundang-Undangan lainnnya. 
Dintaranya: UU No. 12 Tahun 2005 atas Pengesahan Konvensi 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Resolusi Majelis Umum 2200 A 
XXI); juga kemudian terdapat pengaturan dalam UU No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia.1 
Dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 ditegaskan “setiap orang 
berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat; hak ini termasuk 
kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan 
pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, 
tertulis, atau dalam bentuk celaan, karya seni, atau melalui media lain 
sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 
memuat dua ketentuan tentang kebebasan menyatakan pendapat sebagai 
bagian dari hak yang terakui oleh negara. Pasal 14 Ayat (1) menegaskan 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; 
ayat (2) selanjutnya menegaskan “setiap orang berhak untuk mencari. 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” 
Sejalan dengan itu masih dalam UU No. 39 Tahun 1999 
mengaturnya kemudian di dalam Pasal 44: “setiap orang baik sendiri 
maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, 
pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka 
                                                          
1 Masyhur Efendi. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia. Bogor: Ghalia 
Indonesia. Hlm. 132 
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pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efesien, baik dengan 
lisan maupun tulisan dengan ketentuan Perundang-Undangan. 
Pengakuan atas segala hak warga negara, hak individu yang 
diberikan oleh negara bukanlah hak yang sebebas-bebasnya. Hak yang 
diberikan tersebut negara melalui fungsi-fungsinya juga memiliki 
wewenang untuk melakukan pembatasan atas hak-hak yang telah 
diberikannya itu.2 Maka dalam konteks itulah, Pasal 28 J ayat (2) UUD 
NRI 1945 hadir untuk memberikan pembatasan. Bahwa “dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis. “  
Maksud dari Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 penting untuk 
dimaknai,  bahwa negara kita tidak hanya mengakui prinsip demokrasi 
semata, tetapi juga diikuti dengan pengakuan prinsip negara hukum. 
Negara memiliki hak dan kewenangan pula untuk menjadi pengatur warga 
negara yang dibatasi oleh kekuatan hukum tertulis dengan prinsip 
legalitasnya. Itulah sebabnya dalam UUD NRI 1945 memuat antara prinsip 
demokrasi dan prinsip negara hukum diletakkan dalam pasal yang sama 
(Pasal 1 UUD NRI 1945), yaitu pasal tentang prinsip demokrasi pada ayat 
(2) dan pasal tentang prinsip negara hukum (nomokrasi) termuat pada 
                                                          
2Antonio Cassese. 2005. Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah. Jakarta: Buku 
Obor. Hlm.  240. 
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ayat (3)-nya. Sehingga segala konsekuensinya pembatasan hak-hak 
warga negara yang diatur melalui perundang-undangan merupakan hal 
yang wajar dan pantas dalam menyandingkan prinsip demokrasi dan 
prinsip negara hukum dalam kedudukan yang sederajat. 
Setiap orang boleh saja atau dengan kata lain berhak untuk 
menyampaikan pendapat, ide dan gagasannya. Setiap orang dapat 
menjalin komunikasi, menyebarkan informasi, tetapi dalam setiap 
penyaluran hak itu tidak dibenarkan sampai pada melanggarnya hak-hak 
orang lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain tersebut, 
maka dibawah kekuatan prinsip negara hukum itu, harus diselesaikan 
melalui batasan-batasan hukum yang telah disediakan oleh negara. 
Kasus hukum yang sering terjadi ketika hak untuk menyalurkan 
pendapat dan menyampaikan informasi terjadi pelanggaran hak atas 
orang lain adalah perkara hukum yang tergolong sebagai delik peghinaan. 
Muatan pelanggaran hak tersebut dapat berupa penistaan, fitnah, fitnah 
dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan, dan penghinaan terhadap 
orang yang sudah meninggal. Pembagian delik penghinaan ini merupakan 
pembagian secara umum yang tertuang dalam BAB XVI KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana). Ada pula pembagian khusus yang 
tersebar dalam pasal KUHP, diluar BAB XVI tersebut, seperti penghinaan 
terhadap kepala negara, penghinaan terhadap kepala negara lain, 
penghinaan terhadap simbol-simbol negara, penghinaan terhadap Sara 
(Suku, Agama dan Ras), dan penghinaan terhadap kekuasaan umum. 
5 
Perkembangan tekhnologi dan media menyebabkan segala bentuk  
penghinaan yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, 
kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk 
penghinaan dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaraan 
jutaaan bit-bit informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring 
sosial (facebook, twitter, E-mail, dan BBM),3 sampai pada pemuatan delik 
penghinaan melalui situs-situs dan website yang dapat diakses oleh 
siapapun.4 
Kembali kepada pembahasan sebelumnya (prinsip negara hukum 
dan prinsip demokrasi). Khusus dalam skala penghinaan biasa terjadi dan 
objek terhinanya adalah kepala negara dan kekuasaan umum (seperti 
Kepala Daerah, Pejabat Kepolisian, Menteri, Hakim Pengadilan dan 
pegawai negeri lainnya). Tampaknya dua prinsip yang telah dikemukakan 
di atas mengalami disorientasi, bahwa pantaskah warga negara yang 
menyampaikan pendapat bermuatan penghinaan terhadap pemerintah 
misalnya, lalu warga negara bersangkutan tejerat hukum pidana melalui 
delik penghinaan? 
 Di satu sisi memang negara yang “diaktifkan” fungsinya oleh 
pemerintah yang belum dapat menjamin kesejahteraan warga negaranya, 
dan  di sisi lain harus ada sikap “toleransi” menerima penyampaian 
pendapat oleh warga negara tersebut sebagai bentuk pengakuan 
                                                          
3Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Tekhnologi Informasi. Jakarta: Rajawali Press. 
Hlm. 105. 
4 Barda Nawawi.  2006. Tindak Pidana Mayantara. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.  203. 
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pemerintah belum mampu menjamin hak warga negara untuk memperoleh 
kesejahteraan dari kinerja pemerintah. 
Dalam contoh yang sederhana apakah salah dan dapat dijerat 
sebagai delik penghinaan, bagi warga negara yang memberi penilaian 
atas kinerja hakim pengadilan yang tidak sesuai dengan batas-batas 
profesional dan integritas hakim yang bersangkutan? Lebih konkretnya 
lagi silahkan diamati respon warga negara atas putusan Praperadilan oleh 
hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 
menciptakan hukum baru (rechtskeeping) “penetapan tersangka sebagai 
bagian dari wewenang praperadlan”.  
Tampaknya inilah kondisi yang dipermaklumkan oleh MK ketika 
menghapus/mencabut beberapa pasal penghinaan dalam KUHP. 
Terutama pasal penghinaan terhadap kepala negara (Pasal 134 dan 
Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). 
Selain dari pada itu akibat kemajuan dan perkembangan 
tekhnologi, yang dulunya penghinaan hanya terjadi secara 
manual/konvensional maka pasca 2008 melalui UU No. 11 Tahun 2008 
terdapat pula penghinaan yang penggolongan mengalami pengkhususan 
(lex specialist) jika penghinaan tersebut dilakukan melalui ITE. 
Kendatipun berbagai pengamat hingga LSM menganggap Pasal 27 
ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya 
disingkat UU ITE) merupakan pasal karet, tetapi pada intinya sudah 
banyak yang terjerat dengan pasal ini. perlu pula diketahui bahwa Pasal 
27 ayat (3) UU ITE sudah pernah juga di judicial review di Mahkamah 
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Konstitusi (selanjutnya disingkat MK), tetapi hakim MK masih 
mempertahankan ketentuan tersebut. Cuma hakim MK menafsirkan 
bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan yang harus 
dimaknai sebagai bahagian dari Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP, yang 
pada dasarnya juga harus dianggap sebagai delik aduan.5 
Dintaranya  kasus yang pernah terjerat dari ketentuan Pasal 27 
ayat (3) UU ITE sebagai delik penghinaan ITE adalah Prita Mulya Sari 
yang dilaporkan oleh RS Omni gara-gara menyebarkan berita perlakuan 
rumah sakit (dokter) terhadap dirinya. Prita menyebarkan keluhannya 
tersebut  ke beberapa temannya melalui E-mail (maling list), hingga pada 
akhirnya Prita dilaporkan melakukan delik penghinaan berdasarkan Pasal 
27 ayat (3) UU ITE.6 
Selain itu, di kota Makassar ada pula kasus penghinaan yang 
pernah dilakukan oleh yang bernama Arsyad terhadap salah satu kandidat 
kepala daerah Makassar, adik Nurdin Halid  (Kadir Halid) yang dianggap 
sebagai “adik koruptor, makanya jangan dipilih.” Tuduhan penghinaan 
tersebut dilakukan melalui BBM. Arsyad akhirnya dinyatakan bebas 
melalui Pengadilan Negeri Makassar, setelah hakim menganggap JPU 
tidak mampu membuktikan kalau Arsyad adalah pelaku dari penghinaan 
yang dilakukan melalui BBM miliknya. Hal ini disebabkan, karena 
terjeratnya Arsyad dalam kasus penghinaan pada saat di tingkat 
penyidikan hanya diperoleh alat bukti dari keterangan tersangka saja, 
                                                          
5Putusan MK No. 50/PUU-IV/2009 Tertanggal 4 Mei 2009 dan Putusan MK No. 2/PUU-
VII/2009 Tertanggal 4 Mei 2009 Tentang Pengujian Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
6Siswanto Sunarso. 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Rineka  
Cipta. Hlm. 10 
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tidak ada saksi-saksi lain yang menguatkan kalau Arsyad-lah  pelaku dari 
penghinaan itu. Sampai pada tahap pembuktian di persidangan Arsyad 
mengingkari keterangannya yang diberikan pada waktu di tahap 
penyidikan. Oleh hakim PN Makassar yang mengadili kasus Arsyad 
berkesimpulan tidak ada keterangan yang menguatkan kalau pelaku dari  
tindak pidana itu adalah dirinya, dan Arsyad pun akhirnya diputus bebas 
(vrijspraak).7 
Dalam kasus yang berbeda, barus saja terjadi di akhir 2014 
kemarin, pelaku penghinaan atas nama Fadli Rahim sempat mengisi 
beberapa pemberitaan media lokal Makassar. Fadli Rahim yang didakwa 
juga dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE akhirnya divonis 7 bulan oleh PN 
Gowa. Kasus penghinaan yang dilakukan oleh Fadli Rahim bermula dari 
“status” yang ditulis melalui group line alumninya dianggap bermuatan 
penghinaan kepada Bupati Gowa, dan salah satu dari anggota group line 
itu membocorkan “status” Fadli Rahim ke khalayak umum hingga Fadli 
dilaporkan oleh Bupati Gowa ke aparat penegak hukum.8 
Berdasarkan tiga kasus yang menjadi “korban” dari Pasal  27 ayat 
(3) UU ITE di atas, lalu dicermati secara teliti bunyi pasal  tersebut 
ternyata memiliki banyak kekeliruan mendasar yang sekaligus dapat 
dianggap sebagai kelemahan pengaturan delik penghinaan ITE.  
Beberapa kelemahan tersebut diantaranya jika digunakan analogi 
komparatif atas pasal penghinaan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE 
                                                          
7Putusan No 390. Pid. B / 2014/ PN. MKS 
8 Damang Averroes Al-Khawarizmi. “Ironi Pasal Karet UU ITE”. Harian Fajar. 30 
Desember 2014 
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tersebut. Pasal 27 ayat (3) UUITE tidak membedakan jenis-jenis delik 
penghinaan seperti penistaan ringan, penistaan berat, fitnah, penghinaan 
terhadap orang yang sudah meninggal, yang pada dasarnya masing-
masing delik penghinaan tersebut berbeda ancaman pemidanaannya. 
Dalam ilustrasi sederhana, atas penistaan ringan di dalam KUHP 
diancam hukuman 9 bulan, tetapi dalam penistaan berat diancam pidana  
lebih dari satu tahun. Hal yang berbeda berdasarkan UU ITE jika terjadi 
delik penghinaan melalui ITE bisa dikatakan semua jenis delik penghinaan 
yang ada dalam KUHP ketika  dilakukan melalui ITE disamakan semua, 
ancaman hukumannya dengan enam tahun (vide: Pasal 45 UU ITE). Itu 
artinya ketentuan penghinaan yang dilakukan melalui ITE menyimpangi 
sebuah asas hukum “pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan 
perbuatan pidananya ----- “culpae poena par esto”. Tampaknya 
pembentuk UU ITE dahulunya tidak cermat melihat dasar falsafati 
munculnya ancaman hukuman yang terdapat dalam beberapa jenis-jenis 
delik penghinaan di KUHP. 
Selain itu, kelemahan lain dari Pasal 27 ayat (3) UUITE adalah 
sulitnya pembuktian salah satu unsur penghinaan “tersiar didepan umum”. 
Jika  dibandingkan dengan makna “tersiar didepan umum” yang terdapat 
di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Bahwa pada intinya perbuatan 
penghinaan yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarkan, 
dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum dipidana karena penistaan 
tertulis. Kiranya kalau terjadinya penyebaran muatan penghinaan yang 
dilakukan melalui ITE bisa saja bermakna terbatas, seperti kasus 
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penghinaan yang pernah dilakukan oleh Prita dan Fadli Rahim hanya 
dikirim kebeberapa orang kata-kata penghinaannya maka tidak termasuk 
sebagai unsur yang terpenuhi tersiar di depan umum. Artinya, ada 
perbedaan antara disebarkan, dipertunjukan dan ditempelkan pada Pasal 
310 ayat (2) KUHP. Bahwa pada waktu diwujudkannya masing-masing 
perbuatan itu, maka pada waktu itu juga sudah bisa terpenuhi unsur 
tersiar di depan umum. Hal ini berbeda jika dilakukan melalui ITE, kalau  
kata-kata penghinaan sudah didistribusikan, disebarluaskan, sudah dapat 
diakses tetapi jika komunitas yang melihat dan atau mengetahuinya masih 
terbatas, maka belum dapat dikategorikan sebagai terpenuhi unsur 
tersiarnya di depan umum. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
untuk  memfokuskan penelitian ini, dirumuskan dalam dua permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Sejauhmanakah perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dengan penghinaan menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ? 
2. Sejauhmanakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur 
tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik 
penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui perbedaan antara delik penghinaan menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penghinaan menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 
2. Untuk mengetahui pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik 
penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan akan dicapai melalui penelitian 
ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi efektifnya perlindungan 
hukum atas peran negara melindungi warga negaranya terutama pada 
kasus-kasus delik penghinaan guna menciptakan ketertiban bagi 
masyarakat. Secara konkret manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangsi pemikiran atas 
beberapa kekurangan pengaturan delik penghinaan dalam UU ITE 
sehingga ke depannya UU ini dapat memenuhi semua tujuan 
hukum. 
2. Manfaat praktis, untuk memberikan kerangka dasar dalam 
merumuskan kebijakan hukum atas rencana revisi UU ITE ke 
depannya, sehingga pengaturan delik penghinaan melalui ITE tidak 
lagi terjadi ketimpangan terhadap mereka yang terjerat dengan 
pasal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Jenis  Delik 
Sudah menjadi kelaziman dalam setiap mengawali penelitian atas 
kajian permasalahan dalam hal apapun. Pastinya defenisi atau proses 
mendeskripsikan istilah yang akan  sering digunakan harus diuraikan pada 
bagian-bagain awal. Oleh karena itu dalam penguraian bab II ini 
dikualifikasikan tiga hal yang menjadi pengertian umum untuk dijelaskan 
pemaknaannya. Diantara tiga pengertian umum yang akan diuraikan, 
meliputi; apa yang dimaksud delik, delik  umum dan delik aduan? 
Dasar argumentasi yang membingkai kerangka hukum konseptual 
untuk menguraikan pengertian delik, tidak lain dimaksudkan untuk 
memberi titik terang sehingga penghinaan dapat dikatakan sebagai 
perbuatan pidana yang di dalamnya terpenuhi unsur melawan hukum; dan 
yang berhubungan dengan kesalahan yang sudah ditentukan tegas dalam 
Undang-Undang sehingga perbuatan tersebut dapat memenuhi untuk 
diadakan tindakan penghukuman. 
Hal yang sama berlaku pula dalam penguraian sifat pembeda 
antara delik umum dan delik aduan. Sebab pembedaan delik dalam 
kategori demikian menjadi syarat (legal standing) untuk dituntutnya si 
pembuat pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika dalam delik 
umum tidak perlu ada keberatan yang menjadi kewajiban bagi korban 
perbuatan pidana untuk mengajukan aduan/ laporan agar perbuatan yang 
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merugikan dirinya terhadap pelaku (dader) diproses secara pidana. Hal ini 
jelas sekali perbedaannya dalam delik aduan, terhadap korban yang 
dirugikan haknya dari pelaku tindak pidana wajib melakukan pengaduan 
terlebih dahulu kepada aparat penegak hukum. 
Spesifik untuk perkara delik penghinaan sendiri memang dalam 
KUHP maupun dalam UU ITE. Penggolongan beberapa delik penghinaan 
ada yang sifatnya sebagai delik umum dan ada pula yang sifatnya sebagai 
delik aduan. Misalnya, delik penghinaan yang tergolong penistaan 
merupakan delik aduan, sedangkan delik penghinaan yang dilakukan 
terhadap pegawai negeri, simbol-simbol negara, dan penghinaan terhadap 
golongan dan agama sifatnya adalah delik umum. Berikut penjelasan dari 
tiga pengertian umum tersebut. 
1. Pengertian Delik 
Dapat dikatakan dalam mengurai perbuatan terlarang oleh 
seseorang terhadap orang lain yang melibatkan campur tangan negara, 
peristilahan delik paling sederhana penggunaan “katanya” untuk menunjuk 
dapat dicela (dipidananya) perbuatan seseorang. 
Berbagai peristilahan yang disamakan dengan makna yang 
terkandung dalam pengguanaan kata delik (delictum) paling tidak terdapat 
tujuh peristilahan yang memiliki kesamaan, tersebar dalam berbagai 
literatur. Diantaranya, ada yang menggunakan kata: tindak pidana, 9 
pelanggaran pidana, 10  peristiwa pidana, 11  perbuatan yang boleh 
                                                          
9 Wirjono Prodjodikoro. 1981. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.  Jakarta: 
Eresco.Hlm. 27 
10Tirtamidjaja. 1995. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Hlm. 35 
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dihukum, 12  perbuatan yang dapat dihukum, 13  perbuatan pidana, 14  dan 
penggunaan terminologi delik itu sendiri. 
Ketujuh peristilahan dalam hukum tersebut sebagai lapangan kajian 
hukum pidana, semuanya bersumber atas pengertian yang ditarik secara 
terminologis berdasarkan pengadopsian dari bahasa Belanda “straaf baar 
feit”. Kata perkata frasa tersebut memiliki arti yang masing-masing berdiri 
sendiri. Straaf berarti pidana, hukum. Baar berarti dapat atau boleh. 
Sedangkan feit memiliki banyak terjemahan, meliputi: tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan.15 
Untuk proses penterjemahan baar secara literlijk tidaklah menjadi 
masalah, karena memang tidak terjadi perbedaan mendasar. Tetapi istilah 
straaf dan feit penterjemahannya oleh para ahli hukum pidana banyak 
terjadi perbedaan pendapat. Namun terlepas dari itu straaf  tidak cocok 
jika diartikan “hukum”, sebab penggunaan bahasa Belanda untuk “hukum” 
sudah lazim digunakan “recht”. Sama halnya dengan pemaknaan 
terhadap istilah feit kebanyakan ahli hukum pidana merasa lebih tepat 
untuk menggunakan istilah perbuatan, bukan menggunakan istilah tindak, 
peristiwa, dan pelanggaran. 
Kata “tindak” tidaklah  tepat digunakan untuk menterjemahkan “feit” 
sebab perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti 
perbuatan, lebih konkret untuk menyatakan keadaan seperti kelakuan, 
                                                                                                                                                               
11Zaenal Abidin, Et.all. 1982. Hukum Pidana. Jakarta: Prapatanja. Hlm 9 
12Scharavendijk. 1995. Buku Pelajaran tentang  Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: JB 
Wolters. Hlm. 5 
13Lihat Pasal 3 UU No. 12/ Drt/ 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan  Peledak. 
14Moeljatno. 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 14. 
15Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Press. Hlm        69 
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gerak-gerik/ sikap jasmani, yang lazim dikenal dengan tindak-tanduk, 
tindakan dan bertindak. Lebih dari pada itu, perkataan “tindak pidana” juga 
tidak dapat merangkum semua kelakuan manusia dalam arti positif (aktif) 
maupun dalam arti negatif (pasif). Padahal pengertian yang sebenarnya 
terkandung dalam strafbaar feit menghendaki dua wujud perbuatan baik 
yang aktif maupun pasif kiranya dapat dipidana. 
Sama halnya dengan penggunaan peristilahan “peristiwa pidana” 
juga tidak tepat untuk mengikuti kalimat “boleh dipidana”. Sebab dalam 
penggunaan kata “peristiwa” tidak hanya menunjuk pada keadaan atau 
kejadian yang disebabkan oleh ulah/perbuatan manusia saja, tetapi bisa 
juga disebabkan oleh kejadian alam yang mana sama sekali di luar kuasa 
manusia, misalnya: matinya orang karena tertimpa pohon, atau matinya 
orang karena peristiwa banjir/longsor. Kematian yang disebabkan oleh 
peristiwa alam pastinya tidak menjadi penting dalam hukum pidana, untuk 
mencari dan menemukan pelaku yang dapat bertanggung jawab atas 
peristiwa itu. Bahkan lebih jauh jika terbiasa menggunakan kata “peristiwa” 
hal itu lebih konkret menyentuh aspek keperdataan saja, seperti kelahiran, 
perkawinan dan kematian yang tidak menjadi penting untuk dipidanakan. 
Hanya kematian yang disebabkan oleh kelakuan orang lain saja baru 
dapat disangkutpautkan dengan kapsitas untuk pertanggungjawaban 
pidana. 
Untuk peristilahan “pelanggaran” mengalami kejanggalan jika 
digunakan untuk mendefenisikan “strafbaar feit” sebab dalam hukum 
pidana juga dikenal perbendaharaan hukum yang membedakan antara 
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kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtreding) yang masing-masing 
memiliki unsur pidana sebagaimana yang dibedakan penggolongannya 
dalam KUHP, di dalam buku II (kejahatan) dan buku III (Pelanggaran). 
Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan 
Strafbaar feit itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan berdasarkan 
para pakar hukum pidana, antara lain: 
1. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno);16 
2. Tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Pompe);17 
3. Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan 
Perundang-Undangan. (Vos);18 
4. Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 
bertentangan  dengan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman. (R. Tresna);19 
5. Perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan. (Jonkers);20 
                                                          
16Moeljatno. Op.Cit. Hlm 55. 
17Lamintang. 1990. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Hlm 
174. 
18Martiman Prodjohamidjojo. 1995. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. 
Jakarta: Pradya Paramita. Hlm. 16. 
19Tresna. 1959. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Tiara. Hlm. 27. 
20Jonkers. 1987. Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 135 
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6. Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan hukum sehingga 
kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang 
yang karena itu dapat bertanggung jawab. (H.J. van 
Schravendik);21 
7. Suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. (Simons);22 
Berdasarkan defenisi “strafbaar feit” yang dikemukakan oleh 
beberapa pakar hukum pidana di atas maka termuat beberapa ide pokok 
untuk mengkonkretkan makna yang dikandungnya, meliputi: 
a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia; 
b. Terhadap perbuatan itu mengandung kesalahan sehingga 
dikatakan perbuatannya telah melawan hukum; 
c. Atas perbuatan yang dianggap salah haruslah terdapat 
perumusannya dalam Undang-Undang. 
d. Kemudian terhadap si pembuat kesalahan mampu bertanggung 
jawab secara pidana. 
Hal yang paling penting dari berbagai kandungan makna yang 
terdapat dalam persitilahan “strafbaar feit”, adalah kesalahan dari 
perbuatan pidana harus terdapat rumusannya dalam undang-undang. 
Maksud dari pada kalimat itu bahwa negara tidak boleh sewenang-
wenang menarik orang dalam perbuatan yang salah (dapat dicela) kalau 
                                                          
21Schravendijk. 1955. Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: JB  
Wolters.. Hlm.  87 
22Simons. 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Terj. Lamintang. Bandung: Pioner Jaya. 
Hlm 127 
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sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Inilah yang disebut asas 
legalitas yang sudah turun-temurun masih tetap dipertahankan dalam 
hukum pidana, terkenal dengan postulat “nullum delictum nulla poena sine 
praevia lege poenali”------ tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum, 
kecuali atas ketentuan pidana dalam UU yang telah ada lebih dahulu 
daripada perbuatan itu. UU harus memberikan peringatan terlebih dahulu 
sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya (moneat 
lex, piusquam feriat).   
2. Jenis Delik 
a. Delik  Umum 
Kendatipun banyak metode pembagian delik dalam hukum pidana 
tetapi pada poin ini hanya dibahas pembagian delik berdasarkan perlu 
tidaknya pengaduan atau dari segi/cara pemeroses hukumnya yakni delik 
umum dan delik aduan saja. Hal ini disebabkan fokus pengkajian 
perbuatan pidana dalam penelitian ini adalah delik penghinaan yang dapat 
terbagi-bagi, ada yang sifatnya sebagai delik umum, adapula yang 
sifatnya sebagai delik aduan. Beberapa contoh delik aduan dalam delik 
penghinaan diantaranya penistaan, fitnah, fitnah dengan pegaduan, fitnah 
dengan perbuatan, dan penghinaan terhadap orang yang sudah 
meninggal. Sedangkan jenis delik penghinaan yang sifatnya sebagai delik 
umum diantaranya penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu 
menjalankan dinas dan penghinaan terhadap suku atau agama tertentu. 
Delik umum bisa dikatakan menyebar paling banyak dalam Buku II 
KUHP.  Delik umum jika disangkutpautkan dengan delik aduan maka delik 
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ini dalam bahasa Belanda di sebut sebagai “gewone delicten”. Delik 
umum adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan 
pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak.23 
b. Delik Aduan 
Delik aduan (klacht delichten), dari kata clacht atau pengaduan 
berarti hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan 
permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap 
orang tertentu. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan 
penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, 
dirugikan oleh kejahatan tersebut.  
Pembentuk undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya 
suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut Von 
Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif 
pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang 
yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan dari pada 
kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (Memori van 
Teolichting), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik 
tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya 
penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan 
kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari 
orang yang telah dirugikan dari pada kenyataan, yakni jika penguasa telah 
tidak ikut campur di dalam kasus tertentu, sehingga keputusan apakah 
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seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh 
penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah 
merasa dirugikan. 
Pengaturan delik aduan terdapat dalam Buku II KUHP yang 
tersebar dapat ditemui dalam beberapa ketentuannya. Secara eksplisit 
syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam Pasal 319 KUHP. 
Paling tidak ada tiga bab dalam KUHP yang berkaitan dengan delik 
aduan. Pertama, Bab XVI KUHP dalam delik kehormatan yaitu delik 
penghinaan (defamation/ beledeging). Ada enam perbuatan yang 
diakualifikasikan sebagai penghinaan yang tergolong sebagai delik aduan 
yaitu penistaan (smaad), memfitnah (laster), penghinaan ringan 
(eenvoudige beledeging), mengadu secara memfitnah (lasterlijke 
aanklacht), penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Kelima 
bentuk penghinaan tersebut adalah delik aduan yang nyata dan tegas 
dalam Pasal 319 KUHP, “penghinaan yang dapat dihukum menurut bab 
ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, 
kecuali dalam hal yang tersebut di Pasal 316 (Penghinaan terhadap 
pegawai negeri yang sedang menjalankan dinas). 
Kedua, adalah kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, 
pengancaman dan penggelapan. Pasal 367 ayat (2) KUHP mengatur “jika 
dia adalah suami isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah 
harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam 
garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap 
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orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang 
terkena kejahatan. “ 
Terhadap Pasal 367 KUHP yang terkait dengan pencurian dalam 
keluarga ini. Hal yang sama juga berlaku dalam Pasal 370 KUHP 
mengenai pemerasan dan pengancaman dalam keluarga serta Pasal 376 
KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. 
Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan yakni perzinahan. Dalam 
Pasal 284 ayat (2) KUHP ditegaskan “tidak dilakukan penuntutan 
melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilamana 
bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tempo tiga bulan diikuti 
dengan permintaan becerai atau pisah meja dan tempat tidur karena 
alasan itu juga.” 
Berdasarkan tiga pembagian delik di atas, pembagian pertama dan 
ketiga merupakan delik  aduan absolut, sedangkan pada poin pembagian 
kedua merupakan delik aduan relatif.  
Menurut Tresna,24 delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan 
yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh 
penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak 
mengadukannya. Pompe 25  mengemukakan delik aduan absolut adalah 
delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan 
voorwaarde van vervolgbaarheir atau merupakan syarat agar pelakunya 
dapat dituntut, sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan 
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yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, 
tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik 
aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya 
suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu “voorwaarde van 
vervolgbaarheir” atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu 
bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu 
terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.26  
Pentingnya pembedaan di atas, antara delik aduan absolut dan 
delik aduan relatif adalah terkait jika beberapa pembagian tindak pidana 
yang sifatnya wajib diadukan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana 
yang mana terjadi penyertaan di dalamnya. Bahwa untuk delik aduan 
yang sifatnya absolut baik yang turut serta maupun dader intelektualnya 
harus diproses semua secara pidana meskipun kehendak sipengadu 
hanya ingin mengadukan pelaku kejahatan utamanya saja. Hal kemudian 
yang berbeda jika delik aduan relatif, walaupun terjadi penyertaan, boleh 
saja pihak yang turut serta tidak diproses secara pidana, jika si pengadu 
tidak menghendakinya. 
Dalam ilustrasi yang sederhana, Jika misalnya A dan B sepakat 
menghina C melalui pemuatan tulisan di website, lalu kemudian B 
menyebarkan lagi tulisan itu melalui jejaring sosial di facebook dan twitter. 
Berarti untuk dapat dipidananya A harus diadukan terlebih dahulu ke 
aparat penegak hukum (Kepolisian). Di sisi lain si C  memilih untuk tidak 
mengadukan si B. Dalam hal ini karena penghinaan merupakan delik 
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aduan absolut berarti tidak dibenarkan C hanya mengadukan A saja tetapi 
juga harus mengadukan B. 
Dalam ilustrasi untuk delik aduan relatif misalnya dalam pencurian 
keluarga. A memiliki anak B dan C. Pada  malam hari B sepakat mencuri 
uang yang tersimpan di lemari ayahnya yang tersimpan di ruang tamu. B 
yang mengambil uang itu di lemari, dan C yang menjaga ayahnya (A) 
yang sedang tidur untuk mengawasi jika Ayahnya terbangun, agar C 
dapat meminta kepada B untuk menghentikan aksi pencurian uang 
tersebut. Dalam kejadian ini karena merupakan delik aduan relatif, A 
sebagai orang tua dapat saja memilih si B saja yang misalnya diadukan 
sebagai pelaku tindak pidana pencurian. 
Pada hakikatnya delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-
pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, 
penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang 
berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, 
bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus 
dituntut juga. Itulah sebabnya dalam delik aduan absolut sering dikatakan 
pengaduannya tidak dapat dipecahkan (onsplitbaar), sedangkan pada 
pengaduan delik aduan relatif dapat dipecahkan (splitbaar). 
Hal yang penting lagi untuk dikemukakan dalam pembahasan delik 
aduan adalah dikenalnya daluarsa bagi pihak yang merasa menjadi 
korban atas perbuatan pidana dari pelaku tindak pidana itu. Bahwa 
setelah melewati masa waktu yang ditentukan bagi korban untuk 
mengadukan pelaku tindak pidana yang merugikan dirinya, maka dengan  
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sendirinya perbuatan yang dianggap memenuhi sebagai kejahatan tidak 
lagi dapat diproses secara pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 
KUHP yaitu kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, Ia 
hanya boleh memasukan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu 
enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan Ia 
berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan 
bulan. 
Terhadap delik aduan itu, juga dibatasi pihak-pihak yang dapat 
mengajukan pengaduan melalui KUHP. Atas hal ini diatur dalam Pasal 72 
KUHP: “Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka 
waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan diantaranya: (1)Wakilnya yang 
sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus 
untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, 
pengampu (curator) dan wali; dan (2) Orang yang langsung dikenai 
kejahatan itu (korban). 
 
B. Unsur-unsur Delik 
Dalam mengkaji semua jenis delik penghinaan mulai dari delik 
penghinaan konvensional maupun modern (sebab sudah dilakukan 
melalui ITE), hanya dapat dilakukan jika diketahui metode untuk membagi 
setiap unsur yang terdapat dalam setiap delik penghinaan tersebut. Lalu 
dengan tindakan memecah satu persatu unsur-unsur delik penghinaan 
maka pada saat itu juga akan ditemukan kelemahan atau  kekuarangan 
delik penghinaan modern jika dibandingkan dengan delik penghinaan 
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konvensional, yang bisa dikatakan jauh lebih lengkap landasan filsufisnya 
merumuskan antara perbuatan kesalahan dan pertanggungjawaban 
pidananya. 
1. Pengertian Unsur Delik 
Jika konsistensi asas legalitas “tidak ada pidana tanpa undang-
undang” dalam hukum pidana dipertahankan maka untuk mengidentifikasi 
sebuah perbuatan dapat dikatakan “mengandung kesalahan” hingga 
digolongkan sebagai “perbuatan pidana” berarti elemen delik-lah dalam 
Undang-Undang tersebut yang mampu menjelaskannya. 
Pertama kali istilah elemen diadopsi dari bahasa Belanda 
“bestandeel” yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan 
“unsur”, padahal kedua persitilahan tersebut terdapat makna yang 
berbeda. Bestandeel mengandung arti unsur perbuatan pidana yang 
secara expressive verbis tertuang dalam suatu rumusan delik. Dengan 
kata lain bestandeel merupakan unsur perbuatan pidana yang tertulis 
saja. Sedangkan elemen-elemen dalam suatu delik adalah unsur-unsur 
yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis.27 
Lazimnya dalam membuktikan terpenuhinya delik yang dilakukan 
oleh petindak yang perlu dibuktikan hanyalah elemen yang tertulis saja, 
sementara yang tidak tertulis dalam sebuah ketentuan tidak perlu 
dibuktikan. Hal ini selanjutnya dipertegas oleh van Bemmelen 
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“konsekuensi lebih lanjut yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di 
pengadilan hanya bestandeel.” 
Dalam membuktikan delik juga tidak semua unsur-unsur yang 
disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan 
pidana, hanya sebagian unsur yang dijadikan unsur mutlak perbuatan 
pidana. Masih menurut van Bemellen dan Van Hattum28 mengemukakan 
“rumusan-rumusan delik itu hanya fragmen-fragmen yang dipisahkan dari 
hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat  lain dari 
pada hanya secara skematis saja. Perbuatan konkret yang masuk dalam 
rumusan delik merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada 
umumnya diancam pidana, karena rumusan yang fragmentasi dan 
skematis tadi maka di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang 
sebenarnya tidak di sana semestinya, karena tidaklah merupakan 
perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan.” 
Adapun tujuan dari pada menguraikan elemen tindak pidana adalah 
selain sebagai perwujudan asas legalitas, juga berfungsi sebagai unjuk 
bukti dalam konteks hukum acara pidana, sebab dalam hal pembuktian 
perbuatan pidana berlaku postulat “actorio incumbit probantia”----- siapa 
yang mendakwa maka dia yang harus membuktikan. Jika dakwaan 
tersebut ternyata tidak dapat membuktikan elemen tindak pidana yang 
berlaku mutlak bagi pelaku tindak pidana, maka terhadap orang yang 
didakwa harus dibebaskan (actore non probante, reus absolvitur). 
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Selanjutnya untuk pembahasan pada poin berikutnya (poin ke-2) 
dalam penelaahan unsur-unsur delik akan dibedakan setidak-tidaknya 
berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tergambar ketika 
merumuskan “strafbaar feit” dan berdasarkan sudut pandang undang-
undang, yaitu terkait dengan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu berdasarkan pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
2. Unsur-Unsur Delik 
Pada saat membahas pandangan beberapa ahli hukum  pidana 
tentang arti dari pada  strafbaar feit pada hakikatnya dari cara masing-
masing ahli tersebut memberi rumusan, sudah tergambar bagian kecil dari 
elemen tindak pidana. Berikut akan dikemukakan pandangan terhadap 
pembagian unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Moeljatno, Tresna,Vos, Jonkers, dan Schravendijk: 
1. Menurut Moeljatno, unsur delik terbagi tiga: (a) Perbuatan; (b)Yang 
dilarang oleh aturan hukum; dan (c) Ancaman pidana bagi yang 
melanggar; 
2. Menurut Tresna unsur delik terdiri atas: (a) Perbuatan/ rangkaian 
perbuatan manusia; (b) Yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan; (c) Diadakan tindakan penghukuman. 
3. Menurut Vos, unsur delik adalah: (1) Kelakuan manusia; (2) 
Diancam dengan pidana; (3) Dalam peraturan perundang-
undangan. 
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4. Dari sudut pandang monisme,  Jonkers juga merinci unsur-unsur 
delik meliputi: (a) Perbuatan; (b) Melawan hukum; (c) Kesalahan; 
(d) Dipertanggungjawabkan. 
5. Menurut Schravendijk, unsur-unsur delik meliputi: (a) Kelakuan; (b) 
Bertentangan dengan keinsyafan hukum; (c) Diancam dengan 
hukuman; (d) Dilakukan oleh orang; (e) Dipersalahkan. 
Memang pada dasarnya dalam mencermati beberapa rumusan 
delik tertentu dalam KUHP, pada buku II (kejahatan) dan buku III 
(Pelanggaran). Dari pendapat para ahli hukum pidana yang menguraikan 
unsur-unsur delik ternyata terdapat beberapa unsur yang seringkali 
berulang atau tertulis berkali-kali dalam beberapa ketentuan, diantaranya 
mengenai tingka laku, kesalahan, melawan hukum dan kemampuan 
bertanggung jawab. Lebih lanjut menurut Adami Chazawi mengemukakan 
unsur-unsur  delik tertentu dalam UU (KUHP) dengan sebelas (11) 
pembagian:29 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas objek tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana; 
 
Berdasarkan sebelas unsur yang dikemukakan oleh Adami 
Chazawi di atas, maka pada unsur kesalahan dan melawan hukum 
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merupakan unsur subjektif. Sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. 
Kendatipun demikian, bahwa apa yang dimaksud unsur melawan hukum 
juga tidak selamanya dapat dipandang  merupakan unsur subjektif, 
misalnya unsur melawan hukum dalam delik pencurian. Bahwa frasa dari 
melawan hukum dalam Pasal  362 terletak dalam mengambil barang milik 
orang lain itu  di luar persetujuan kehendak pemilik sehingga melawan 
hukumnya justru bersifat objektif, akan tetapi dalam KUHP memang unsur 
melawan hukum lebih banyak diberlakukan sebagai unsur subjektif, 
seperti Pasal 378 (penipuan), Pasal 368 (Pemerasan), Pasal 369 
(Pengancaman) dan Pasal 372 (Penggelapan).30 
Pertanyaan selanjutnya; bagaimana cara merumuskan agar sebuah 
rumusan tindak pidana dapat tepat dalam memformulasikan mana yang 
tergolong sebagai unsur subjektif dan mana unsur objektif? Maka 
dibutuhkan kecermatan untuk mengetahui kalau unsur itu, batin atau 
melekat dalam keadaan batin si pembuat pidananya berarti itu adalah 
unsur subjektif. Namun dalam hal unsur itu berada di luar keadaan batin 
manusia (si pembuat pidana) seperti semua unsur mengenai 
perbuatannya,  akibat perbuatan, dan keadaan tertentu yang melekat 
pada perbuatan objek tindak pidana maka sudah pasti tergolong sebagai 
unsur objektif. 
 
C. Penggolongan Delik Penghinaan Umum 
Tindak pidana penghinaan sering pula disebut sebagai tindak 
pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain 
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dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam pemuatan 
perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan 
yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa 
ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya yang harus 
dibuktikan adalah terserangnya kehormatan (eer) dan nama baik (geode 
naam).31 
Kehormatan dan nama baik merupakan hak seseorang atau hak 
asasi setiap manusia. Oleh karena itu hanya manusia yang dapat memiliki 
kehormatan dan nama baik. Hal ini juga dikuatkan bahwa hanya manusia 
yang diakui sebagai subjek hukum, yang mana didalam diri manusia 
melekat hak dan kewenangan dijamin dan dilindungi secara hukum. 
Di bawah ini akan diuraikan penggolongan delik penghinaan yang 
dikategorikan sebagai delik penghinaan umum. Dikatakan sebagai delik 
penghinaan umum karena diatur dalam Bab tersendiri di KUHP yaitu pada 
Bab XVI, mulai dari Pasal  310 s/d. Pasal 321 KUHP. Selain itu,  bentuk-
bentuk penghinaan tersebut memiliki sifat dan ciri yang sama. Bahwa 
semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan 
bagi pribad-pribadi orang atau bersifat individu. Rasa harga diri mengenai 
kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek penghinaan umum 
adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga 
dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan 
siapa pula berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya 
pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam 
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penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah 
sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan yang 
dikategorikan sebagai penghinaan umum ini sangat menonjol. 
1. Penistaan  Lisan dan Penistaan Tertulis 
Baik penistaan lisan maupun dengan tertulis kedua-duanya diatur 
dalam Pasal 310. Pada ayat (1)-nya diatur masalah penistaan yang 
dilakukan secara lisan sedangkan pada ayat (2) diatur penistaan yang 
metodenya dilakukan secara tertulis. 
Pasal 310 ayat (1) KUHP menegaskan “barang siapa dengan 
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan 
menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud 
yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, 
dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-
lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500, 00. 
Jika diurai satu persatu delik penistaan lisan di atas, maka dapat 
dbagi penggolongan unsurnya sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif terdiri dari barang siapa; dengan sengaja 
menyerang; dengan maksud yang nyata 
b. Unsur objektif terdiri dari kehormatan atau nama baik seseorang; 
menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; supaya diketahui 
umum 
Frasa barang siapa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut 
adalah setiap orang. Sedangkan antara dengan sengaja menyerang dan 
maksud yang nyata merupakan satu kesatuan unsur yang pada 
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hakikatnya tidak bisa dipisahkan oleh karena munculnya perbuatan untuk 
menyerang sudah merupakan bagian dari pelaksanaan niat dan pastinya 
menyatu dengan kehendak sipembuat pidananya agar serangan terhadap 
nama baik dan kehormatan itu kiranya dapat diketahui oleh umum. 
Untuk unsur objektif, yakni objek dari perbuatan pidana itu maka 
harus diuraikan dintaranya: apa yang dimaksud kehormatan dan nama 
baik; apa yang dimaksud menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; 
dan apa yang dimaksud diketahui umum? 
Kehormatan adalah rasa harga diri seseorang yang didasarkan 
pada nilai-nilai yang baik (adab) dalam pergaulan sesama anggota 
masyarakat. Sedangkan nama baik adalah rasa harga diri orang yang 
disandarkan pada kedudukan sosial dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki 
seseorang. 32  Nama baik dan kehormatan merupakan sesuatu yang 
adikodrati melekat dalam diri seseorang sebagai hak dasar yang harus 
dilindungi. Bukan semata-mata karena orang tersebut memiliki pekerjaan 
atau profesi tertentu lalu dia dikatakan memiliki nama baik. Seperti 
batasan pengertian nama baik yang dikemukakan oleh Leden 
Marpaung.33 Dalam hemat penulis pendapat Leden Marpaung merupakan 
kekeliruan mendasar, sebab nama baik hanya diartikan sebagai 
kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang 
baik karena perbuatan atau kedudukannya (seperti Presiden/Wakil 
Presiden, Gubernur, Kiayi, Pendeta dan lain). Kesalahan mendasar leden 
Marpaung mengingkari kalau pada intinya Pasal 310 KUHP bukan 
                                                          
32 Adamichazawi.blogspot.com  
33 Leden Marpaung. 2010. Op.Cit. Hlm. 12. 
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berbicara objek yang terhina pada profesinya tetapi tindak lain ditujukan 
terhadap individu. Itulah sebabnya pengertian kehormatan dan nama baik 
tertuju kepada individu tersebut. 
Menuduh melakukan suatu perbuatan adalah content (isi) dari 
penghinaan tersebut sebagai tuduhan yang bersifat tindakan (perbuatan) 
terhadap seseorang yang dituduh pernah melakukan perbuatan tercela 
(jahat) tetapi pada sesungguhnya tidak demikian. 
Supaya diketahui umum adalah perbuatan yang sifatnya menista 
harus tersampaikan di depan umum/khalayak, sehingga perbuatannya 
baru dapat dikategorikan sebagai delik penistaan lisan. Hal yang paling 
sulit sebenarnya untuk dicari batasannya dalam unsur ini adalah 
bagimana batasan yang dimaksud diketahui oleh “umum” itu? Setidak-
tidaknya untuk “mengunci” batasan pengertian umum, tidak mesti dengan 
ukuran kuantitas jumlah orang yang mengetahuinya, tetapi harus diukur 
dari tempat atau media mana (apakah di media terbuka atau tertutup) 
dilakukan. 
Menista secara tertulis diatur dalam Pasal 310 ayat (2) 
menegaskan “kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang 
disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan,maka pebuatan karena 
salahnya menista dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya selama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4500, 00.“  
Pada ketentuan dengan pensitaan tertulis ini, semua unsur yang 
terdapat dalam penistaan lisan harus dimasukkan pula dalam ketentuan 
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ini. hal yang membedakan hanya pada metodenya (yaitu tertulis). 
Kemudian dilakukan melalui: surat atau gambar; disiarkan, dipertunjukan 
atau ditempelkan. 
Surat atau gambar yang dimaksud adalah isinya bermuatan 
penghinaan baik dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas (surat) atau 
bisa pula dalam bentuk gambar yang diletakkan dalam kertas. Sedangkan 
disebar atau disiarkan adalah tulisan atau gambar tersebut dibuat lebih 
dari satu helai, atau lebih dari satu eksampler. 
Adapun yang dimaksud pertunjukan adalah tulisan atau gambar 
tidak perlu jumlah tetapi dapat dibaca dan dilihat oleh umum/ khalayak. 
Kata-kata disiarkan, dipertunjukan, ditempelkan semua bermakna agar 
dapat dibaca atau dilihat orang lain. Sebab jika suatu gambar ditempel di 
ruangan tertutup, maka hal itu bukan dimaksudkan untuk diketahui orang 
lain atau dipertunjukan untuk umum karena  ruangan tertutup tidak dapat 
dimasuki setiap orang atau umum. 
2. Penghinaan Berat dan Penghinaan Ringan 
Jika dilakukan penelusuran dalam Bab XVI KUHP tidak ditemukan 
istilah penghinaan berat, cuma terdapat penghinaan ringan. Hanya 
tercantum dalam penjelasan yang dikemukakan oleh R. Soesilo “bahwa 
jika perbuatan menista itu bermuatannya menuduhkan melakukan suatu 
perbuatan maka termasuk penghinaan berat, tetapi jika tuduhannya  
dengan istilah maka hal itu dikategorikan sebagai penghinaan ringan. 
Terkait dengan itu maka dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap Pasal 
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310 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penghinaan yang dikategorikan 
sebagai penghinaan  berat.34 
Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda 
eenvoedige beleedeging. Sebagian ahli hukum pidana 
menterjemahkannya dengan kata “biasa”, dan sebagian lagi 
menterjemahkannya dengan kata “ringan”. Dalam kamus bahasa belanda 
eenvoudige diartikan sederhana, bersahaja, dan ringan. Dengan 
demikian, tidaklah tepat jika digunakan penghinaan biasa. 
Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang 
menegaskan “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 
menista atau menista dengan surat, yang dilakukan terhadap seseorang 
baik dengan lisan atau dengan surat baik dimuka orang itu sendiri dengan 
lisan atau perbuatan, baik dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan 
kepadanya, dihukum karena salahnya penghinaan ringan, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda 
sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.” 
Berdasarkan rumusan Pasal 315 KUHP  di atas, maka unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Penghinaan; 
b. Sengaja; 
c. Tidak bersifat menista atau menista dengan surat: 
d. Dimuka umum, dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau 
perbuatan, dengan surat atau yang dikirimkan kepadanya. 
 
Ada beberapa poin yang menjadi catatan dalam ketentuan 
penghinaan ringan ini, diantaranya: Pertama, bahwa setiap unsur yang 
                                                          
34R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politea. Hlm.  228 
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terdapat di dalam Pasal  310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (penistaan lisan 
dan tertulis) dapat digunakan unsurnya-unsurnya untuk membuktikan 
penghinaan ringan jika muatan penistaan itu dengan istilah (seperti: 
anjing, sundal, bajingan, sinting, dst). Kedua, bisa pula terpenuhi sebuah 
perbuatan sebagai penghinaan ringan, walaupun bukan termasuk bagian 
dari penistaan (yang tidak memenuhi muatan melakukan  suatu perbuatan 
atau bukan pula penistaan dengan istilah) tetapi dapat dikategorikan 
sebagai penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain maka 
juga dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Ketiga, penghinaan ringan 
dapat pula terpenuhi sebagai perbuatan pidana walaupun serangan 
terhadap kehormatan dan nama baik tidak tersiar (tersebar) di depan 
umum, sebab dalam salah satu unsurnya ditegaskan bahwa termasuk 
penghinaan ringan jika hal itu dilakukan terhadap di muka orang itu 
sendiri. 
Jadi, kalau ada orang yang meskipun dalam ruangan tertutup 
berdua, lalu satu orang menghina  orang yang kedua itu, maka terpenuhi 
sebagai penghinaan ringan. Hal ini berlaku pula dalam hal terdapat 
seorang yang mengiriman surat kepada orang lain yang isinya peghinaan 
meskipun muatan penghinaan itu tidak tersebar ke depan umum, tetap 
dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Tentu berbeda jika si 
pengirim surat mengirim surat kepada orang lain, tetapi ternyata orang 
yang dimaksud untuk dihina bukan yang menerima surat itu, maka dalam 
kasus ini tidak termasuk sebagai penghinaan ringan oleh karena tidak 
terpenuhi maksud di muka orang itu sendiri melalui surat. 
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3. Fitnah 
Perkataan yang menjelekkan seseorang  merupakan arti kamus 
yang sering kali dipergunakan dalam berbagai literatur sosial untuk 
mendefensikan arti fitnah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari fitnah 
diartikan menuduh seorang melakukan perbuatan yang pada 
sesungguhnya itu tidak benar, adalah tidak pernah dilakukannya. 
Fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menegaskan 
”barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat, 
dalam hal Ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu dihukum 
karena salahnya fitnah degan hukuman penjara selama lamanya empat 
tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu 
dilakukannya sedang diketahuinya sedang tidak benar.” 
Perbedaan mendasar yang terdapat antara penitaan lisan maupun 
tertulis dengan fitnah adalah terdapatnya unsur kepada si pembuat pidana 
(penista) untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Namun 
diberikannya kewenangan kepada penista untuk membuktikan 
tuduhannya hanya dapat dilakukan jika ada izin untuk membuktikan yang 
ditetapkan dalam hal: (a) Untuk kepentingan umum; (b) Untuk 
mempertahankan diri; (c)Yang difitnah adalah pegawai negeri yang 
menjalankan tugasnya. 
Hal ini diatur dalam Pasal 312 KUHP yang menegaskan: 
1. Kalau hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu, 
supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bahwa Ia 
melakukan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan 
umum atau karena kepentingan terpaksa untuk membela diri; 
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2. Kalau seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan 
dalam menjalankan jabatannya. 
 
Antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 312, bagi si penista yang 
jika objek terhinanya adalah pegawai negeri maka posisi si penista disitu 
berhak untuk membuktikan tanpa ada embel-embel perbuatan itu adalah 
terkategorikan sebagai kepentingan umum dan kepentingan terpaksa 
untuk membela diri. Begitu muncul keberatan dari pegawai negeri sebagai 
objek yang difitnah maka pelakunya sudah dapat membuktikan tuduhan  
walaupun ditingkat penyidikannya. 
Penerapan Pasal 311 KUHP juga diatur dalam Pasal 314 KUHP  
yang menegaskan:  
1. Kalau orang yang dihina, dengan keputusan hakim yang sudah 
tetap, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang 
dituduhkan itu,  penghukuman karena fitnah tidak boleh 
dijatuhkan; 
2. Jika dengan putusan hakim yang sudah tetap Ia dibebaskan dari 
tuduhan melakukan perbuatan itu, maka putusan hakim itu 
dipandang menjadi bukti yang cukup bahwa tuduhan itu tidak 
benar; 
 
Kemudian diatur pula pembatasan Pasal 311 KUHP atas 
pembuktiannya melalui Pasal 313 dalam hal “pembuktian dimaksud pasal 
311 tidak diizinkan, jika perbuatan dituduhkan itu tidak boleh dituntut 
melainkan atas pengaduan dan pengaduan itu tidak dimasukkan.” 
Satu dan lain hal, hadirnya pembatasan untuk membuktikan 
tuduhan karena fitnah, baik karena pemberian izin oleh hakim (karena 
alasan kepentingan umum dan membela diri), maupun dasar untuk 
membuktikan benarnya fitnah bersandar pada putusan pengadilan atas 
orang yang terfitnah, dan ukuran untuk memberikan kewenangan kepada 
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si penghina karena fitnah, atas muatan fitnah itu merupakan delik aduan 
maka harus ada pihak yang mengadukan. Semuanya, semata-mata untuk 
menciptakan kepastian hukum karena pemisahan penanganan antara 
fitnah denga perbuatan yang dituduhkan dapat menimbulkan keragu-
raguan atas kepastian hukum. 
4. Fitnah dengan Pengaduan 
Dalam bahasa Belanda fitnah pengaduan disebut “lasterilijk 
aanklacht”, yang diterjemahkan pemberitahuan fitnah, mengadu dengan 
memfitnah. Cuma saja terdapat kerancuan jika istilah mengadu dengan 
memfitnah digunakan, oleh karena jika mengadu dengan fitnah maka 
yang menjadi masalah utama adalah mengadu, sedang dalam masalah ini 
yang dipermasalahkan adalah fitnah atau penghinaannya. Adapun 
terdapatnya frasa pengaduan hanyalah merupakan metode untuk 
tersampaikannya penghinaan tersebut terhadap orang yang dituju.35 
Dengan mencermati bunyi dari Pasal 317 ayat (1) KUHP yang 
menegaskan “barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh 
menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu 
tentang seseorang pada pembesar negeri, sehingga kehormatan atas 
nama baik orang itu terserang dihukum karena salahnya fitnah dengan 
pengaduan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan.” 
Jika diurai satu persatu ketentuan dari bentuk penghinaan ini (fitnah 
dengan pengaduan) maka dapat dibagi beberapa unsurnya sebagai 
berikut: 
                                                          
35 Leden Marpaung. 2010. Op.Cit. Hlm. 36 
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1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja; 
3. Menyampaikan laporan atau pengaduan tertulis palsu; 
4. Disampaikan kepada penguasa; 
5. Tentang orang tertentu; 
6. Isinya menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut. 
 
Berdasarkan  uraian dari pembagian unsur Pasal 317 KUHP bahwa 
yang menjadi unsur pembeda fitnah dengan pengaduan dibandingkan 
dengan jenis delik penghinaan lainnya, yaitu adanya perbuatan  
mengadukan seseorang ke pembesar/penguasa yang mana disampaikan 
secara lisan maupun secara tertulis yang kemudian ditulis oleh penerima 
laporan atau pengaduan. 
Dalam penggolongan penghinaan ini, juga dari perbuatan 
pengaduan atas laporan yang disampaikannya harus palsu agar terpenuhi 
sebagai fitnah. Orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang 
ia adukan pada pembesar itu tidak benar, sedang pengaduan demikian 
akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan. Terdapat 
pengecualian dalam penghinaan yang dikategorikan sebagai fitnah 
dengan pengaduan, bahwa si pengadu kepada pembesar negeri tidak 
dapat dihukum jika apa yang diadukan atau yang diberitahukan itu keliru 
atau kurang betul (tidak disengaja). 
5. Fitnah dengan Perbuatan 
Fitnah dengan perbuatan diterjemahkan dari bahasa Belanda 
“lasterlijke verdachtmakin”. Sebagian ahli hukum pidana juga 
menterjemahkannya dengan “persangkaan palsu”.36 
                                                          
36 R. Soesilo. Op.Cit. Hlm. 318. 
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Lebih jelasnya fitnah dengan perbuatan diatur dalam Pasal 318 
yang menegaskan “barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan, 
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak pidana 
dihukum karena salahnya memfitnah dengan perbuatan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat bulan.” 
Maka berdasarkan rumusan Pasal 318 KUHP, maka unsur-unsur 
deliknya  sebagai berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Sengaja dengan suatu perbuatan; 
3. Menyebabkan sangkaan palsu terhadap seseorang; 
4. Seolah-olah orang tersebut telah melakukan tindak pidana. 
 
Jika diamati dengan cermat bunyi dari Pasal 318 KUHP, pada 
dasarnya sifat pembeda dengan delik penghinaan lainnya terdapat pada 
unsur .adanya perbuatan, sehingga menyebabkan ada orang yang 
terfitnah sebagai pelaku tindak pidana padahal sesungguhnya bukanlah 
dia pelakunya, maka itulah yang dimaksud sebagai memfitnah dengan 
perbuatan atau sebuah persangkaan palsu. Contoh: A memiliki 
Handphone, lalu kemudian Handphone miliknya disimpan di tas B. 
kemudian A menuduh B sebagai pencuri dari Handphone-nya.  
Jika hal ini terbukti, ternyata A sendiri yang menyimpan Handphone 
miliknya di tas B, maka A akan dianggap telah melakukan fitnah dengan 
perbuatan terhadap B. 
6. Penghinaan terhadap Orang yang Sudah Meninggal 
Sejatinya penghinaan terhadap orang yang meninggal tidaklah 
terjadi penyerangan terhadap kehormatan. Sebab bagaimana mungkin, 
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orang yang sudah meninggal akan keberatan, merasa martabat dan 
kehormatannya terhinakan sementara segala hak-hak yang melekat 
dalam dirinya sudah tidak ada lagi. 
Tapi diluar konteks itu, ternyata masih ada keluarganya yang harus 
dihargai hak-haknya karena adanya hubungan/ikatan darah dengan orang 
yang sudah meninggal.  
Kendatipun keluarganya yang sudah meninggal tidak mungkin 
keberatan atas penghinaan yang dilakukan terhadapnya, sekiranya dia 
masih hidup, namun keluarga yang masih hidup pastinya akan merasakan 
nama baik dan kehormatan, sebagai keluarga secara mayoritas 
terhinakan. 
Rumusan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal 
terdapat dalam dua pasal, yakni Pasal  320 dan Pasal  321 KUHP. Pasal 
320 KUHP menegaskan “barang siapa melakukan terhadap orang yang 
sudah meninggal suatu perbuatan yang bersifat menista atau menista 
denga surat, jika sekiranya ia masih hidup, dihukum penjara selama-
lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga 
ratus rupiah.” 
Selanjutnya dalam Pasal 321 ditegaskan pula “barang siapa 
menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan surat atau gambar yang 
isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud 
supaya isi surat atau gambar itu supaya diketahui  oleh umum atau lebih 
diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman penjara satu bulan dua 
minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.” 
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Pada Pasal 320 KUHP bentuk penghinaan terhadap orang yang 
sudah meninggal harus dimaknai perbuatan penghinaannya sebagai 
perbuatan menista dengan lisan atau dengan tulisan sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hanya saja yang 
membedakan dengan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 320 KUHP adalah 
pada objek yang terhina itu. Sehingga jika terjadi delik penghinaan 
terhadap orang yang sudah meninggal karena juga merupakan delik 
aduan, maka yang dapat mengajukan pengaduan atas penghinaan 
tersebut, harus dilakukan oleh keluarga dari yang sudah meninggal 
sebagaimana batasan yang ditentukan dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat 
(3) KUHP “bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh seorang keluarga 
dalam keturunan yang lurus atau menyamping, atau dapat pula dilakukan 
oleh pengaduan orang lain yang sudah mendapat kekuasaan atas 
kebiasaan adat-istiadat keturunan ibu/ kekuasaan bapak dari orang yang 
sudah meninggal itu.” 
Hal yang membedakan antara Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP, 
kalau pada Pasal 320 KUHP perbuatan itu sebatas penistaan lisan dan 
tulisan saja terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan pada 
Pasal 321 KUHP berupa penistaan tulisan atau gambar yang terjadi 
penyiaran  ke khalayak. Orang itu haruslah mempunyai maksud supaya isi 
tulisan atau gambar yang menghina atau menista itu tersiar atau lebih 
tersiar lagi.  
Hanya saja yang menjadi pengecualian dalam Pasal 320 dan Pasal 
321 KUHP kalau jenis deliknya merupakan  penghinaan ringan terhadap 
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orang yang sudah meninggal, tidak terakomodasi dalam ketentuan 
penghinaan di  dalam KUHP, maka dari itu kalau terjadi penghinaan 
ringan yang mana objek terhinanya orang yang sudah  meninggal berarti 
tidak dapat dihukum. 
D. Penggolongan Delik Penghinaan Khusus 
Dikatakan sebagai penggolongan penghinaan dengan delik 
penghinaan khusus oleh karena kualifikasi penghinaan ini terdapat di luar 
Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk kedalam pasal 
yang berbeda-beda objek terhinanya. Dengan kata lain kepentingan 
hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing 
tindak pidana berada dalam Bab yang berbeda di KUHP.  
Sebagai bentuk penghinaan khusus tentu memiliki sifat lain dan ciri 
dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Kendatipun 
demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara  bentuk penghinaan 
tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yaitu 
mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai 
kehormatan atau nama baik orang.” 
Adapun perbedaannya, penghinaan umum hanya dapat dilakukan 
pada objek orang semata. Tetapi pada penghinaan khusus, ada bentuk 
penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan/lembaga 
negara, seperti Pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), penghinaan terhadap 
agama (Pasal 156 A KUHP), penghinaan terhadap bendera dan lambang 
negara (Pasal 142 A dan Pasal 154 KUHP). 
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1. Penghinaan terhadap Kepala Negara 
Pada pembagian delik penghinaan khusus ini tidak akan dibahas 
beberapa bentuk penghinaan terhadap kepala negara, dalam hal ini 
penghinaan terhadap kepala negara Indonesia (Presiden dan Wakil 
Presiden) oleh karena ketentuan  tentang penghinaan terhadap Presiden 
dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 
137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, berdasarkan 
Putusan MK No: 013-022/PUU-IV/2006.  
Adapun yang menjadi racio decidendi sehingga MK mencabut 
Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP sebagai berikut: 
1. Ketika permohonan pengujian para pemohon terhadap Pasal 134, 
Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP diajukan telah terjadi (dan 
berlaku mengikat),  pada perubahan  ketiga UUD NRI 1945 Pasal  
1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. 
Kedaulatan atau souvergnity berada pada rakyat dan bahwasanya 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. 
Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara 
protokoler,  namun kedua pilihan pemimpin rakyat tersebut tidak 
dapat diberikan previlige yang menyebabkan memperoleh 
kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substansif 
martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara 
lainnya. Terlebih-lebih Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh 
mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif 
berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang 
kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka 
mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian hal dimaksud 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945; 
2. Pasal 134, Pasal  136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan 
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan 
pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran 
merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Hal ini dimaksud secara konstitusional 
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bertentangan dengan  Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dan pada 
suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan 
informasi, yang dijamin Pasal 28 E UUD NRI 1945; 
3. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula 
menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan 
lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana 
dimaksud selalu digunakan aparat penegak hukum terhadap 
momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud 
secara konstitusional bertentangan dengan  Pasal 28, Pasal 28 E 
ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945; 
4. Oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil 
Presiden sebagaimana halnya penghinaan terhadap penguasa 
atau badan publik lainnya memang seharusnya penuntutan 
dilakukan terhadapnya  atas dasar pengaduan. Di beberapa negara 
antara lain: Jepang penghinaan terhadap kaisar, Ratu, Nenek Suri, 
Ibu Suri, guna pengajuan penuntutan dan apabila penghinaan 
dimaksud terhadap seorang Raja atau Presiden suatu negeri asing, 
maka Wakil Negeri yang berkepentingan itu akan membuat 
pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku 
pelanggaran atas Pasal 270 KUHP oleh aparat penyelenggara 
negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan 
pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan 
Pasal 137 KUHP tersebut. 
5. Selain itu keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 
KUHP juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi 
kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 7 
A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul 
DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, maupun terbukti 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.” Karena upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat 
ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 
6. Berdasarkan hal-hal yang di atas, Mahkamah berpendapat, 
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berbentuk 
republik dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak 
asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945 
tidak relevan lagi jika dalam KUHP memuat Pasal 134, Pasal 136 
bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan 
hukum, mengurangi kebebasan mengekspresi pikiran dan 
pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. 
Dengan demikian dalam RUU KUHP yang merupakan upaya 
pembaruan KUHP warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat 
pasal-pasal yang isinya mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan 
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Pasal 137 KUHP. Terlebih lagi ancaman terhadap pelanggaran 
Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan 
untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi 
jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah 
dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau lebih. 
 
Kendatipun masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena 
dihilangkannya Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP melalui 
putusan MK, tetapi penghinaan tehadap kepala negara sahabat/ kepala 
negara lain dalam KUHP tetap masih dipertahankan. Pertanyaannya 
adalah apakah putusan MK lebih melindungi kepala negara lain 
dibandingkan dengan kepala negara sendiri? Semua jawabannya kembali 
semata-mata karena negara Indonesia mengakui prinsip demokrasi 
berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, jika saja Pasal 
penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kiranya tetap 
dipertahankan, lalu negeri ini dalam keadaan jaminan hak-hak warga 
negara oleh negara belum dapat dijamin secara penuh. Sebuah 
kepantasan jika kritik banyak disuarakan kepada Presiden dan/atau Wakil  
Presiden.  Lalu dalam memberikan kritik itu, siapa bisa menjamin benar 
adanya nada kritik demikian bermuatan penghinaan. Karena itulah 
penghinaan yang memungkinkan akan memunculkan banyak kasus 
terhadap yang objeknya Presiden atau Wakil Presiden harus diantisipasi 
jauh dari awal. 
Penghinaan terhadap kepala negara sahabat diatur dalam Pasal 
142, Pasal 143, dan Pasal 144 KUHP. Pasal 142 KUHP melindungi 
kehormatan dan nama baik kepala negara sahabat, sedangkan Pasal 143 
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melindungi kehormatan dan nama baik yang mewakili negara asing di 
Indonesia. 
Lalu pada Pasal 144 KUHP mencakup perlindungan kehormatan 
dan nama baik kepala negara sahabat sekaligus yang mewakili negara 
asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara menyiarkan, tertulis, atau 
gambar/lukisan. 
Pasal 142 menegaskan “penghinaan yang dilakukan dengan 
sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara lainnya dari 
negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” 
Berdasrkan rumusan Pasal 142 KUHP di atas maka yang dapat 
menjadi unsur-unsurnya, meliputi: penghinaan; dengan sengaja; terhadap 
kepala negara sahabat. 
Dua unsur yang penting untuk dijelaskan yakni “penghinaan; dan 
terhadap kepala  negara sahabat”. Lebih awal harus diketahui kalau delik 
penghinaan terhadap kepala negara sahabat merupakan delik umum 
(bukan delik aduan). Tetapi untuk menelaah apa yang dimaksud  
penghinaan dalam Pasal 142 KUHP, mau tidak mau tetap harus dikaitkan 
dengan penghinaan dalam bentuk penghinaan ringan berdasarkan Pasal 
315 KUHP. Adalah tidak mungkin arti penghinaan di Pasal 142 KUHP 
akan sama maknanya dengan Pasal 310 KUHP yang terbagi dalam 
penistaan lisan dan tertulis sebab hal ini diatur kemudian dalam Pasal 144 
penghinaan terhadap kepala negara yang dilakukan secara tertulis. 
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Sedangkan yang dimaksud kepala negara sahabat pada umumnya 
ditafsirkan sebagai kepala negara yang harus dilindungi dari negara yang 
pernah melakukan perjanjian dengan Indonesia atau dari negara yang 
telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan tidak 
bertikai atau bermusuhan dengan Indonesia. 
Berlanjut ke Pasal 143 KUHP yang menegaskan “penghinaan yang 
dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di 
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah.” 
Unsur-unsur dari Pasal 134 KUHP kemudian diurai satu persatu, 
meliputi: penghinaan; dengan sengaja; terhadap orang yang mewakili 
negara asing; di Indonesia. 
Dalam Pasal  134 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan orang 
yang mewakili negara asing di Indonesia adalah perwakilan atau duta 
besar atau diplomatik negara asing. Sedangkan yang dimaksud di 
Indonesia dapat diartikan “wakil negara asing yang bertugas di Indonesia, 
tidak termasuk wakil negara asing yang bertugas di negara lain.” 
Terakhir, ketentuan penghinaan yang mengatur tentang 
penghinaan terhadap kepala negara lain diatur dalam Pasal  144 yang 
menegaskan “barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, dan 
menempelkan, di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan 
terhadap raja yang memerintah, atau kepala lainnya dari negara sahabat 
atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia dengan maksud 
supaya isinya yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh 
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umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.” 
Terhadap bunyi Pasal 144 KUHP di atas pada dasarnya 
mengakomodasi dua objek terhina; baik kepala negara sahabat maupun 
orang yang mewakili negara asing atas perbuatan orang yang melakukan 
penghinaan dengan cara tulisan atau lukisan lalu kemudian menyiarkan, 
mempertunjukan, dan menempelkannya, sehingga diketahui oleh umum. 
2. Penghinaan terhadap Simbol-Simbol Negara 
Penghinaan terhadap simbol-simbol negara juga merupakan delik 
umum,  yang tidak memerlukan pihak yang dirugikan secara hukum 
(pidana) agar mengajukan pengaduan sehingga delik tersebut dapat 
diproses secara hukum (dituntut). Seringkali penghinaan terhadap simbol-
simbol negara yang masih dipertahankan dalam KUHP dipertanyakan, 
oleh karena simbol-simbol negara merupakan benda mati masih dianggap 
sebagai bagian dari yang tidak boleh “dihinakan”, berbeda halnya dengan 
penghinaaan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta 
penghinaan terhadap pemerintahan Indonesia sudah dihilangkan dalam 
KUHP berdasarkan putusan MK. 
Dalam hemat penulis, memberi argumentasi atas masih 
dipertahankannya penghinaan terhadap bendera dan lambang negara, 
oleh karena simbol negara yang demikian tidak pernah dianggap dapat 
bertanggung jawab atas segala kepentingan warga negara yang berkaitan 
dengan tugas-tugas fungsi negara. Bendera kebangsaan dan lambang 
negara tidak lain sebagai identitas negara saja yang patut dihargai 
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sebagai simbol perwujudan masyarakat dan kebangsaan semata. 
Sehingga sebagai lambang identitas negara jika dihinakan maka wajar 
negara “berang” atas perbuatan itu, dengan menindaknya secara hukum. 
Tindak pidana menodai bendera kebangsaan dan lambang negara 
RI, oleh pembentuk UU telah diatur dalam Pasal 154 a KUHP yang 
menegaskan “barang siapa yang menodai bendera kebangsaan RI dan 
lambang negara RI, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ribu 
rupiah.” 
Berdasarkan redaksi dari Pasal 154 a KUHP tersebut maka terdiri 
dari unsur objektif, diantaranya: menodai; bendera kebangsaan RI; dan 
lambang negara RI. 
Salah satu yang menjadi permasalahan dari unsur Pasal  154 a 
KUHP yakni tidak dijelaskannya apa yang dimaksud dengan menodai. 
Oleh sebab itu sepertinya penafsiran tentang penodaan lebih diserahkan 
kepada penafsiran hakim tentang perbuatan yang tergolong sebagai 
bentuk penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara.37 
Mengenai unsur bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI 
hal ini sudah jelas artinya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 
dan Pasal 36 A UUD NRI 1945. Bendera kebangsaan RI adalah sang 
merah putih, sedangkan lambang negara RI adalah lambang Garuda 
Pancasila. 
                                                          
37P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum 
dan Negara. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 456. 
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Satu lagi permasalahan yang menimbulkan pertanyaan dalam 
Pasal 154 a KUHP, yakni apakah dalam perumusan pasal tersebut 
termuat pula unsur kesengajaan dari perbuatan delik penghinaannya?  
Walaupun di dalam rumusan ketentuan itu, pembentuk UU tidak 
mensyaratkan harusnya ada unsur kesengajaan (opzet) pada diri pelaku. 
Kiranya tidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa perbuatan menodai 
bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI harus dilakukan dengan 
sengaja. Sehingga unsur sengaja dalam satu kesatuan dengan Pasal 154 
a KUHP, maka dapat diuraikan unsur kesengajaan yang harus dibuktikan 
dalam penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara 
RI, meliputi: 
a. Bahwa pelaku telah menghendaki untuk menodai bendera 
kebangsaan dan lambang negara RI; 
b. Bahwa pelaku itu mengetahui, bahwa yang dinodai adalah 
bendera kebangsaan RI dan atau lambang negara RI. 
Jika saja kehendak menodai bendera kebangsaan RI dan lambang 
negara RI ataupun pengetahuan pelaku tentang bendera kebangsaan  
atau lambang negara RI itu tidak terpenuhi, maka hakim kelak yang 
mengadilinya harus memberikan putusan pembebasan dari tuntutan 
hukum bagi pelaku (onstlagh van rechtsvervolging). 
3. Penghinaan terhadap Pemerintah RI 
Sama halnya dengan pencabutan Pasal atas penghinaan terhadap 
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 134, 136 bis 
dan Pasal  137 KUHP sudah dihilangkan dalam KUHP melalui judicial 
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review di MK. Penghinaan terhadap pemerintah RI juga pada dasarnya 
telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI. Oleh karena itu menjadi 
tidak relevan juga untuk membahas segala peraturan yang terkait dengan 
penghinaan yang objek terhinanya adalah pemerintah Indonesia. 
Diantara ketentuan yang pernah dijadikan sebagai landasan 
penghinaan terhadap pemerintahan Indonesia adalah Pasal 154 KUHP 
(tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 
merendahkan terhadap pemerintahan di depan umum; Pasal 155 KUHP 
(tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan 
secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang isinya mengandung 
perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap 
pemerintah Indonesia). 
Lebih jelasnya pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP melalui 
amar Putusan MK No:6/ PUU-V/ 2007, sebagai berikut: 
a. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian; 
b. Menyatakan Pasal 154 dan Pasal  155 KUHP bertentangan 
dengan UUD NRI 1945; 
c. Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 
d. Menyatakan permohonan pemohon selebihnya tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara RI 
sebagaimana mestinya. 
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Sekedar untuk membandingkan objek penghinaan antara Pasal  
154, Pasal  155 KUHP; dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 
KUHP, adalah pada Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 objek 
terhinanya yakni Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 154 
dan Pasal 155 objek terhinanya yaitu pemerintah Indonesia. Sepintas lalu 
memang Presiden dan/atau wakil Presiden juga adalah bagian dari 
pemerintahan Indonesia, tetapi yang menjadi pembedanya bahwa kalau 
pemerintahan Indonesia masuk pula di dalamnya para menteri negara 
yang merupakan pembantu pembantu Presiden dan Wakil Presiden. 
4. Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum  
Delik penghinaan terhadap kekuasaan umum diatur dalam dua 
ketentuan di KUHP, yaitu dalam Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP. Satu 
yang dilakukan hanya penghinaan dengan lisan dan tulisan saja terhadap 
kekuasaan umum itu, sedangkan yang satunya lagi diikuti dengan 
tindakan menyebarkan, mempertunjukan, dan menempelkan penghinaan 
tersebut yang dilakukan kepada kekuasaan umum sehingga khalayak 
publik  mengetahuinya. 
Lebih jelasnya Pasal 207 KUHP menegaskan “barang siapa 
dengan sengaja di depan umum menghina dengan lisan dan tulisan, suatu 
kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau lembaga umum yang 
terdapat di sana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu 
tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda dengan empat ribu 
lima ratus rupiah.” 
55 
Jika Pasal 207  KUHP di atas, diurai satu persatu unsur-unsurnya 
maka dapat dibagi sebagai berikut: 
1. Unsur subjektif: dengan sengaja. 
2. Unsur-unsur objektif:  
a. Menghina dengan lisan atau dengan tulisan; 
b. Di depan umum; 
c. Suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau suatu 
lembaga umum yang terdapat di sana. 
Unsur subjektif dengan sengaja dalam Pasal 207 KUHP di atas 
harus dimaknai kata sengaja tersebut meliputi semua unsur-unsur tindak 
pidana, yang dalam rumusan tindak pidana tersebut oleh pembentuk UU 
telah diletakkan di depannya. 
Oleh karena itu dalam merumuskan terbukti tidaknya pelaku 
sehingga memenuhi perbuatannya dalam melakukan penghinaan 
terhadap kekusaan umum, harus dibuktikan segala unsur kesegajaannya 
bahwa: 
1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan 
aau dengan tulisan; 
2. Pelaku telah mengetahui penghinaannya telah Ia ucapkan atau 
Ia lakukan di depan umum; 
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3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah Ia tujukan pada suatu 
kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau pada suatu 
lembaga umum yang terdapat di Indonesia.38 
Selanjutnya beralih kepada unsur objektif yang terbagi dalam 
beberapa poin. Untuk unsur objektif yang pertama, menghina dengan 
lisan dan tulisan memiliki arti yang sama dengan penghinaan yang 
terdapat dalam Pasal 310 KUHP, hanya saja sifat yang membedakan 
penghinaan yang dilakukan terhadap kekuasaan umum objek terhina yang 
terdapat dalam Pasal 207 yaitu kekuasaan umum. 
Lalu pada unsur objektif yang kedua frasa “di depan umum” --- (in 
het openbaar). Hal ini tidak selamanya berarti penghinaan tersebut harus 
selalu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika ucapan yang 
sifatnya menghina dapat didengar oleh umum atau tulisan yang bersifat 
menghina dapat dilihat oleh umum, sedangkan unsur objektif yang terakhir 
dalam Pasal 207 KUHP “suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia 
atau suatu lembaga umum” merupakan badan atau lembaga 
pemerintahan yang resmi berdiri di indnesia berdasarkan ketentuan UU, 
seperti: pengadilan, lembaga kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Jadi, 
di sini tidak termasuk pejabat yang bekerja dalam lembaga tersebut yang 
dihinakan, sebab jika pejabat yang dihinakan justru masuk sebagai 
penghinaan terhadap pegawai negeri atau minimal penghinaan terhadap 
pemerintahan. Lembagalah yang menjadi objek terhina, direndahkan 
kehormatannya oleh si pelaku tindak pidana penghinaan yang bisa 
dilakukan secara lisan maupun tertulis. 
                                                          
38Ibid. Hlm. 607. 
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Selain diatur dalam Pasal 207 tentang penghinaan terhadap 
kekuasaan umum. Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya masih ada 
pengaturan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum yang polanya 
berbeda dengan Pasal 207 KUHP. 
Pasal 208 KUHP menegaskan “barang siapa menyebarluaskan, 
mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau 
suatu gambar yang berisi penghinaan terhadap suatu kekuasaan yang 
diadakan di Indonesia atau terhadap suatu lembaga umum yang terdapat 
di sana, dengan maksud agar isinya yang bersifat menghina itu diketahui 
oleh orang banyak atau menjadi diketahui oleh orang-orang yang lebih 
banyak lagi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat 
bulan atau pidana denda seting-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.” 
Tindak pidana penghinaan kekuasaan umum yang terdapat dalam 
Pasal 208 KUHP di atas, dapat dibagi dalam unsur-unsurnya sebagai 
berikut: 
1. Unsur subjektif: dengan maksud agar isinya yang bersifat 
menghina itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara 
lebih luas lagi oleh orang banyak; 
2. Unsur objektif: 
a. Menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan 
secara terbuka; 
b. Suatu tulisan atau gambar; 
c. Yang berisi suatu penghinaan; 
d. Terhadap suatu kekuasaan umum yang diadakan di 
Indonesia atau suatu lembaga umum yang terdapat di sana. 
 
Unsur subjektif tindak pidana pada Pasal 208 KUHP ialah dengan 
maksud  agar isinya yang bersifat menghina diketahui oleh orang banyak 
atau diketahui oleh secara lebih luas lagi oleh orang banyak.  Adanya 
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frasa “maksud” demikian  tidak perlu tercapai pada waktu pelaku selesai 
melakukan perbuatan yang terlarang menurut UU. Tetapi cukup dengan 
timbulnya serangkaian fakta telah menyebarkan, telah mempertunjukan, 
telah menempelkan, maka pada saat itu sudah terdapat kehendak dari 
pelaku untuk menyiarkannya secara banyak ke umum. 
Terkait dengan unsur objektif dari penghinaan terhadap kekuasaan 
umum yang penting untuk diuraikan, yakni; pengertian dari pada 
menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan. 
Dalam setiap delik penghinaan yang memuat unsur 
menyebarluaskan sudah lazim diartikan sebagai tindakan mengedarkan 
dalam jumlah yang lebih banyak dari satu eksampler. Sedangkan yang 
dimaksud mempertunjukan atau menempelkan adalah menempelkan 
suatu tulisan atau gambar dengan cara demikian rupa (seperti 
ditempelkan di dinding/tembok, kertas, atau kain), sehingga 
memungkinkan bagi setiap orang yang ingin melihatnya dapat melihat 
tulisan atau gambar tersebut. 
Untuk dapat disebut sebagai telah mempertunjukan atau 
menempelkan secara terbuka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
208 KUHP itu, tidaklah perlu bahwa pelaku telah mempertunjukan atau 
menempelkan tulisan atau gambar yang bersangkutan di tempat umum 
melainkan cukup jika pelaku misalnya telah menempelkan tulisan atau 
gambar tersebut pada kaca atau jendela yang menghadap ke jalan raya, 
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sehingga setiap orang lewat dapat melihat tulisan atau gambar tersebut.39 
Maka dalam kasus ini, sudah pasti tindakan mempertunjukan atau 
menempelkan tulisan atau gambar yang bermuatan penghinaan sudah 
terketahui oleh umum. 
5. Penghinaan terhadap Golongan (Suku, Ras) dan Agama  
Dalam KUHP untuk penghinaan terhadap golongan diatur dalam 
dua ketentuan (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP). Sedangkan dalam 
penghinaan terhadap terhadap agama diatur dalam dua ketentuan (Pasal 
156 a, Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) KUHP). 
Pasal 156 KUHP menegaskan “barang siapa di depan umum 
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan 
terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana 
denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Adapun yang 
dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal  berikutnya adalah 
setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan 
dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan 
suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan 
menurut hukum ketatanegaraan.” 
Selanjutnya, jika diuraikan unsur-unsur dari Pasal 156 KUHP maka 
dapat dibagi sebagai berikut: 
1. Di depan umum; 
2. Menyatakan atau memberi pernyataan; 
                                                          
39 Ibid. Hlm. 488. 
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3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau 
merendahkan; 
4. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk 
Indonesia. 
 
Berdasarkan uraian unsur dari Pasal 156 KUHP di atas, untuk 
unsur di depan umum tidak akan dijelaskan lagi sebab sudah diuraikan 
pada bagian delik penghinaan sebelumnya, hanya selebihnya perlu 
diuraikan.  
Unsur menyatakan atau memberi pernyataan (uiting geven) 
diartikan sebagai perbuatan menunjukan perasaan yang dapat dilakukan 
dengan menggunakan kata-kata maupun dengan melakukan tindakan.  
Salah satu persoalan mendasar dari setiap ketentuan dalam 
penghinaan terhadap golongan, yakni setiap kali dicantumkan unsur 
perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan, ternyata tidak ada 
pendefenisiannya yang dapat ditemukan dalam UU (KUHP). Semata-mata 
arti lebih lanjut dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan 
diserahkan sepenuhnya kepada para hakim untuk memberikan penafsiran 
dengan bebas saja. 
Selanjutnya, unsur keempat “terhadap satu atau lebih dari satu 
golongan penduduk Indonesia” diartikan sebagai pernyataan dari 
perasaan permusuhan, kebencian harus ditujukan terhadap satu atau 
beberapa golongan penduduk Indonesia.” Terkait dengan apa yang 
dimaksud dengan golongan itu sendiri dalam Pasal 156 KUHP sudah 
memberikan penafsirannya secara otentik. 
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Beralih pada ketentuan selanjutnya, yang masih merupakan 
formulasi dari ketentuan tentang penghinaan terhadap golongan yakni 
ditegaskan dalam Pasal 157 KUHP.  
Pasal 157 KUHP menegaskan “barang siapa menyebarluaskan, 
mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau 
gambar yang di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, 
kebencian atau merendahkan diantara atau terhadap golongan-golongan 
penduduk Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui  orang banyak 
atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan enam bulan atau dengan 
pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.” 
Terhadap bunyi Pasal 157 KUHP terbagi dalam dua unsur meliputi: 
a. Unsur  subjektif:  dengan maksud agar isinya diketahui orang 
banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak; 
b. Unsur  objektif: 
1. Menyebarluaskan; 
2. Mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka; 
3. Di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan atau 
kebencian atau merendahkan; 
4. Diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk 
Indonesia. 
 
Kalau hendak dibandingkan antara Pasal 156 dan Pasal 157 yang 
pada dasarnya kedua-duanya merupakan delik penghinaan terhadap 
golongan sebagai delik umum. Perbedaannya terletak hanya pada pola 
penyampaian penghinaan terhadap golongan penduduk itu, baik satu atau 
beberapa golongan yang dilakukan melalui penyebarluasan, pertunjukan 
dan penempelan atas tulisan atau gambar yang bermuatan permusuhan, 
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kebencian atau merendahkan, sehingga pelakunya dikategorikan telah 
melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 157 KUHP. 
Terakhir, delik penghinaan terhadap agama selanjutnya diegaskan 
dalam Pasal 156 a KUHP. Kendatipun diatur dalam Pasal 156 a saja, 
tetapi pada hakikatnya dalam ketentuan tersebut termuat dua tindakan 
penghinaan. 
Pasal 156 a menegaskan “dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum 
mengeluarkan perasaan atau perbuatan: 
1. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 
2. Dengan maksud supaya orang agar tidak menganut agama 
apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
Agar lebih jelasnya lagi, sehingga ketentuan tentang delik 
penghinaan terhadap agama di atas, tampak sifat pembedanya maka 
dapat dilihat melalui perbedaan unsur-unsurnya masing-masing. 
Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal  156 a ayat (1) KUHP 
terdiri atas: 
1. Unsur subjektif: dengan sengaja. 
2. Unsur objektif: 
a. Di depan umum; 
b. Mengeluarkan perasaan; 
c. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap agama yang dianut di Indonesia. 
 
Sedangkan pada tindak pidana yang selanjutnya terdapat dalam 
Pasal 156 a ayat (2) KUHP unsur-unsurnya terdiri atas: 
1. Unsur subjektif: 
a. Dengan sengaja; 
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b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama 
apapun juga yang bersendikan Ketuhanan  Yang Maha esa. 
2. Unsur objektif: 
a. Di depan umum; 
b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. 
 
Perbedaan prinsipil masing-masing dua bentuk penghinaan 
terhadap agama yang berada dalam satu ketentuan tersebut, tampak dari 
tujuan utama penghinaannya.  
Pada poin pertama semata-mata melakukan tindakan atau 
perbuatan yang cukup membuat agama tertentu terhina, karena adanya 
serangan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu 
agama, tapi tidak sampai orang yang memeluk suatu agama akan 
meninggalkan keyakinannya, hanya agama yang diyakini, dianggap ada 
perbuatan atau tindakan yang seolah-olah melakukan pelecehan terhadap 
apa yang diayakininya. Sedangkan pada poin kedua, serangan terhadap 
agama itu, bertujuan agar orang yang beragama hendak meninggalkan 
keyakinan atau agamanya. 
 
E. Penghinaan yang Dilakukan Melalui ITE 
Pasca diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan yang dilakukan melalui 
jaringan elektronik, tidak lagi semata-mata tunduk pada ketentuan semua 
jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP. Walaupun harus diakui 
bahwa semua jenis delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP, baik 
yang termasuk delik penghinaan umum maupun delik penghinaan khusus 
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harus dimaknai sebagai genus delict-nya dari delik penghinaan yang 
dilakukan melalui jaringa elektronik (cyber). 
Berdasarkan postulat yang berlaku dalam ilmu hukum, sudah diakui 
bahwa erga omnes principle sebagai prinsip hukum fundamental yang 
pada dasarnya juga berlaku dalam hal terdapat uji UU terhadap UUD NRI 
1945 di MK, maka dari itu, delik penghinaan yang dilakukan melalui 
jaringan elektronik (ITE) yang telah di judicial review oleh MK, segala 
pertimbangan (racio decidendi) berikut amar putusannya merupakan satu 
kesatuan dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 
Setidaknya, berdasarkan dua putusan MK, Putusan MK No: 
50/PUU-VI/ 2009 tertanggal 4 Mei 2009 dan Putusan MK No: 2/ PUU-
VII/2009 tertanggal 4 Mei 2009 terhadap uji Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 
Tahun 2008 maka delik penghinaan memiliki kesamaan sifat dengan 
beberapa delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP sebagai delik aduan, 
yaitu delik yang hanya bisa dituntut jika orang yang merasa dicemarkan/ 
dihinakan nama baiknya mengajukan aduan atau laporan sebelumnya ke 
pihak aparat penegak hukum. 
Lebih jelasnya dalam pertimbangan hukum Putusan MK No: 
50/PUU-VI/ 2009 menegaskan  “keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dalam pokok Pasal 
310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan 
adanya pengaduan untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap 
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga pasal 
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a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan 
(klacht) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.40” 
Tampaknya pertimbangan hukum MK demikian terdapat kekeliruan 
mendasar, dengan menyamakan semua jenis delik penghinaan yang 
terdapat di dalam KUHP. Bahwa  kiranya ketika penghinaan dilakukan 
melalui jaringan elektronik sifat delik dari cara memprosesnya semua 
adalah delik aduan. Jika memang MK hanya menggolongkan delik 
penghinaan yang dilakukan melalui jaringan elektronik pada delik 
penghinaan yang tergolong penistaan lisan/tertulis dan fitnah saja berarti 
putusan MK telah membatasi delik penghinaan lain untuk ditindak 
berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ketika perbuatan penghinaan itu 
dilakukan melalui jaringan elektronik. 
Padahal kalau dicermati bunyi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak 
hanya membatasi delik penghinaan pada penistaan dan fitnah saja. 
Didalam ketentuan tersebut sudah dicantumkan frasa “penghinaan 
dan/atau pencemaran”. Artinya semua jenis penghinaan dalam KUHP 
kalau dilakukan melalui jaringan elektronik dapat saja ditindak 
berdasarkan Pasal 27 ayat (3) tersebut, dengan sanksi/ancaman pidana 
penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar 
rupiah. Atas permasalahan ini, selanjutnya akan dijelaskan 
“pendalamannya” melalui hasil penelitian dan uraian pembahasan 
nantinya pada Bab V. 
                                                          
40  Danrivanto Budhijanto. 2010. Hukum Telekomonikasi, Penyiaran dan Tekhnologi 
Informasi Regulasi dan Konvergensi. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 193.  
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Lengkapnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan “setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau  membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik.” 
Ketentuan di atas, dapat duraikan dalam dua unsur meliputi: 
1. Unsur subjektif: 
a. Barang siapa; 
b. Dengan sengaja; 
c. Tanpa hak. 
2. Unsur objektif: 
a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; 
b. Dan/atau  membuat dapat diaksesnya; 
c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ; 
d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 
baik. 
Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE penting untuk diketahui terkait 
dengan pembahasan unsur-unsur delik sebelumnya. Dengan menelaah 
satu persatu unsur-unsur delik penghinaan yang dilakukan melalui 
jaringan elektronik. Ternyata unsur-unsur deliknya memberlakukan sifat 
kumulatif, sekaligus juga memberlakukan sifat alternatif. Pada unsur 
pertama (unsur subjektif) ketiga unsurnya bersifat kumulatif, tetapi pada 
unsur kedua (unsur objektifnya) ternyata bersifat kumulatif sekaligus 
alternatif. Artinya pada unsur barang siapa; dengan sengaja; tanpa hak 
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merupakan unsur yang berlaku mutlak harus ada dalam pembuktian 
tindak pidana penghinaan tersebut. Sedangkan pada unsur: 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; dan/atau  membuat dapat 
diaksesnya; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; bermuatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, masing-masing dari unsur 
tersebut dapat diberlakukan salah satunya tetapi juga dapat diberlakukan 
kedua-duanya. 
Setelah menguraikan sifat unsur delik penghinaan yang dilakukan 
melalui jaringan elektronik di atas. Maka uraian selanjutnya adalah 
mencari arti masing-masing dari setiap unsur-unsurnya, baik yang 
dikategorikan sebagai unsur subjektif maupun unsur objektif. 
Pada unsur subjektif yang terbagi dalam tiga unsur: setiap orang; 
dengan sengaja; dan tanpa hak. Setiap orang adalah pemangku hak dan 
kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan 
pidananya dalam delik penghinaan. Bahwa setiap orang sebagai subjek 
hukum jika sudah terdapat bukti telah didakwa melakukan suatu tindak 
pidana, terhadapnya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf serta 
padanya terdapat kesalahan, maka kepadanya tepat dikatakan pelaku 
atas tindak pidana penghinaan itu. 
Adapun yang dimaksud dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) 
UU ITE secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam 
niatnya. Dengan demikian unsur sengaja yang terbagi atas empat bagian 
yang pada dasarnya diakui dalam hukum pidana, harus diberlakukan 
dalam membuktikan delik penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 
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Dintaranya: sengaja sebagai wujud, sengaja sebagai tujuan, sengaja 
sebagai keisnsyafan kepastian, dan sengaja sebagai keinsyafan 
kemungkinan.  
Perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna 
semua unsur yang berada di belakangnya juga diliputi opzet. Adapun 
yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut Memorie van Toelichting 
(MvT) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang melakukan 
perbuatan dengan sengaja  harus menghendaki (willen) perbuatan itu 
serta harus menginsyafi/ mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.41 Oleh 
karena itu dengan ditempatkannya unsur sengaja di awal kalimat pada 
Pasal 27 ayat (3), lalu diikuti dengan unsur baik cara melakukan 
perbuatan pidana itu, maupun wujud perbuatannya, maka semuanya 
harus dalam satu kesatuan diartikan harus terbukti unsur kesengajaannya 
agar unsur setiap orangnya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana 
penghinaan itu. 
Jadi, dalam Pasal 27 ayat (3) harus dibuktikan: 
a. Sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; 
b. Sengaja membuat dapat diaksesnya; 
c. Mengetahui bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik. 
Beralih pada unsur subjektif ketiga, yaitu apa yang dimaksud “tanpa 
hak” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE? Dalam doktrin pengertian melawan 
                                                          
41 O.C.Kaligis.2012.  Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.  Jakarta: Yarsif Watampone. Hlm 181. 
69 
hukum sendiri bermacam-macam. Ada yang mengartikan: tanpa hak 
sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hak orang lain (tegen 
een onders recht); bertentangan dengan hukum obyektif (tege het 
objectieve recht). 42  Di samping itu berdasarkan penjelasaan DPR RI 
angka 9 halaman 81 dalam putusan MK No: 50/PUU- VI/2008 
menyatakan bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum 
(wedderecthtelijk) sebagai konstitutif dari suatu hak tindak pidana yang 
lebih spesifik). Pengertian melawan hukum dalam dalam hukum pidana 
dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak 
atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan usnur melawan 
hukum dalam hal ini unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mengindarkan 
orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana. 
Sama dengan unsur kesengajaan sebelumnya yang harus 
dinyatakan melekati setiap unsur di belakang kalimatnya dalam ketentuan 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, maka berlaku pula dalam hal ini frasa 
“tanpa hak” terhadap setiap unsur objektif delik penghinaan melalui 
jaringan elektronik ini. Sehingga  setiap dakwaan harus dibuktikan tidak 
berhaknya pelaku tersebut dalam: 
 
                                                          
42Ibid 
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a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; 
b. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik  yang bermuatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 
Kiranya makna “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat  (3) UU ITE 
menunjukan bahwa ada suatu perbuatan seperti mendistribusikan, 
mentransmisikan hinggga membuat dapat diaksesnya 
insformasi/dokumen elektronik bermuatan penghinaan orang memiliki hak, 
atau dapat dikatakan tidak melawan hukum atas perbuatannya itu. Hal ini 
hanya akan menjadi penalaran yang logis, kalau frasa “tanpa hak” di 
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bahwa orang bisa saja berhak 
mendistribusikan, mentransmisikan hinggga membuat dapat diaksesnya 
informasi/ dokumen elektronik bermuatan penghinaan kalau dihubungkan 
dangan alasan penghapusan delik penghinaan berdasarkan Pasal 310 
KUHP, yaitu karena semata-mata demi kepentingan membela diri dan 
demi kepentingan umum. 
Selanjutnya, pada unsur objektif ada pula beberapa poin yang perlu 
diuraikan satu persatu pendefenisiannya, agar bisa menjadi dasar 
argumentasi nantinya dalam membandingkan delik penghinaan (di KUHP) 
di uraian pembahasan  (Bab V), diantaranya: 
1. Apa yang dimaksud mendistribusikan? 
2. Apa yang dimaksud mentransmisikan? 
3. Apa yang dimaksud dapat diakses? 
4. Apa yang dimaksud informasi elektronik dan dokumen elektronik 
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5. Apa yang dimaksud penghinaan? 
6. Apa yang dimaksud pencemaran nama baik? 
Dari enam pertanyaan di atas yang terkait dengan unsur objektif 
penghinaan, hanya pada apa yang dimaksud informasi elekteronik, 
dokumen elektronik dan akses ada penjelasannya dalam UU ITE. 
Sedangkan pertanyaan lainnya tidak dijelaskan dalam UU ITE. Oleh 
karena itu untuk mendapat penjelasan dari empat pertanyaan lebihnya, 
mestinya dicari dalam UU yang lain atau minimal berdasarkan putusan MK 
yang terkait dengan perkara a quo. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronik adalah 
satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya.” 
Masih dalam pasal yang sama dalam angka 5, lebih lanjut 
dijelaskan pula, “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik 
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat 
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas semata pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, 
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akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 
Walaupun dalam UU ITE tidak menjelaskan lebih jauh apa yang 
dimaksud dapat diakses, tetapi hanya pada kata akses yang dijelaskan 
saja. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system 
elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dalam buku OC Kaligis 
terdapat pengertian perbuatan dapat diaksesnya, yang berarti melakukan 
perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan 
memanfaatkan tekhnologi informasi terhadap data atau sekumpulan data 
elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data 
elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda 
elektronik lain.43 
Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa UU ITE tidak 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan  
mentransmisikan, sehingga perlu dicari pendefenisian pada instrumen 
hukum lain yang patut, yaitu menurut pertimbangan MK No: 2/PUU-
VII/2009 halaman 89 menjelaskan bahwa mendistrbusikan yaitu 
menyebarluaskan melalui sarana media elektronik yang ditujukan kepada 
orang-orang tertentu yang dikehendaki. Adapun yang dimaksud dengan 
mentransmisikan adalah memasukan informasi ke dalam jaringan media 
elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi 
oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja). 
                                                          
43 Ibid. Hlm.  796 
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Terakhir, apa yang dimaksud penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik. Untuk unsur yang ini, cukup ditafsir sistematis berdasarkan 
penggolongan delik penghinaan dalam KUHP. Kendatipun dalam 
kenyataan hukumnya putusan MK hanya memaknai penghinaan dalam 
Pasal 27 ayat (3) hanya pada Pasal 310  dan Pasal 311 KUHP saja, 
namun tetap dalam pasal ini penghinaan dapat diartikan setiap delik 
penghinaan yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan pencemaran nama 
baik lebih tepat kiranya hal ini merupakan genus delict dari Pasal 310 
KUHP tentang penistaan  maupun penistaan tertulis. Bahwa terjadi 
perusakan atau penistaan terhadap kehormatan yang diberikan kepada 
seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam 
masyarakat. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian normatif. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara 
mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang 
berisi teori hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan 
yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian nanti.  
Penelitian ini lebih dititikberatkan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE yang dikaitkan dengan penggolongan delik penghinaan dalam KUHP 
dan Putusan MK atas judicial riview Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga 
dapat ditemukan pengaturan tentang delik penghinaan melalui Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
1. Jenis Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang 
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.44 
 
                                                          
44Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 181.  
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 
bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.45  
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 
memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder. 
2. Sumber Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni berkaitan 
dengan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah 
Konstitusi, dan Putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan 
penghinaan melalui ITE, yang meliputi : 
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (KUHP) 
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-IV/2009 Tertanggal 4 Mei 
2009 dan Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 Tertanggal 4 Mei 2009 
tentang pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 
                                                          
45Ibid 
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4) Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No:324/ Pid.B/ 2014/PN. 
SGM. 
b.  Bahan Hukum Sekunder 
Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 
penulisan ini sebagai berikut : 
1. Karya ilmiah berupa skripsi, tesis atau disertasi, khususnya dilihat dari  
segi atau bentuk analisis mengenai putusan pengadilan yang relevan 
dengan kasus yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan, khususnya 
yang berhubungan dengan ajaran/ delik penghinaan yang dilakukan 
melalui sistem jaringan elektronik. 
c.  Bahan Hukum Tersier 
Adapun sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal 
dari kamus, dan ensiklopedia, terutama yang berkaitan dengan 
penggolongan delik penghinaan. Penghinaan melalui UU ITE dan 
beberapa unsur dalam delik penghinaan yang masih membutuhkan 
penjelasan lebih lanjut. 
 
C. Tekhnik Memperoleh Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini digunakan tekhnik memperoleh bahan hukum 
dengan cara penelitian kepustakaan (library research)¸ yakni dengan 
melakukan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan, 
beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan 
langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mengenai 
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Kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah 
kepustakaan dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana yang 
berkaitan dengan delik kehormatan. 
Selain itu, dalam upaya memperoleh bahan hukum khususnya 
berkaitan dengan Putusan MK No. 50/PUU-IV/2009 tanggal 4 Mei 2009 
dan Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 Tertanggal 4 Mei 2009 tentang 
pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE dilakukan dengan cara mengakses 
secara langsung ke website milik Mahkamah Konstitusi. Hal berbeda  
dengan  Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No:324/ Pid.B/ 
2014/PN. SGM, peneliti langsung mengambil di lokasi penelitian 
(Pengadilan Negeri Sungguminasa). 
 
D. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-
undangan dan isu hukum dengan melakukan perbandingan pola 
pemidanaan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE  dengan beberapa 
penggolongan delik Penghinaan dalam KUHP (Bab VI), kemudian 
dilakukan pula perbandingan melalui Putusan MK No. 50/PUU-IV/2009 
Tertanggal 4 Mei 2009 dan Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 Tertanggal 4 
Mei 2009 tentang pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Setelah itu, untuk 
melihat penerapan lebih lanjut delik penghinaan berdasarkan Pasal 27 
ayat (3) UU ITE, maka akan diambil salah satu contoh Putusan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa No:324/ Pid.B/ 2014/PN. SGM. Alasan 
dijadikannya Putusan PN Sungguminasa tersebut sebagai alat analisis 
78 
terhadap delik kehormatan, semata-mata untuk membuktikan unsur-unsur 
penghinaan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, ternyata memiliki 
banyak kejanggalan dalam hal menafsirkan beberapa unsur tindak 
pidananya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN 
 
C. Perbedaan Antara Delik Penghinaan Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dengan Penghinaan Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Asal muasal munculnya delik penghinaan merupakan perlindungan 
oleh negara terhadap reputasi atau kehormatan seseorang. Sehingga  
dalam pemenuhan hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan 
seseorang itu, sudah pasti akan memunculkan pula pelaku yang dianggap 
melakukan tindakan yang dapat menyebabkan reputasi atau kehormatan 
orang bersangkutan menjadi rendah. 
Sulitnya menemukan titik kompromi dalam perlindungan hak atas 
kehormatan, antara yang menjadi objek (korban) dengan yang  menjadi 
pelaku (penghinaan), yakni terhadap pelaku yang dianggap melakukan 
penghinaan atas kehormatan seseorang juga  memiliki hak atas 
tindakannya.  
Hak tersebut adalah hak untuk menyatakan pendapat dan 
kebebasan berekspresi. Tetapi di sisi lain tindakan yang dimaksudkan 
sebagai kebebasan untuk  menyatakan pendapat dan berekspresi 
terdapat celah akan terjadinya perbuatan yang menganggu reputasi atau 
hak atas kehormatan seseorang. 
Dalam perkembangan kemajuan tekhnologi, terutama pada akses 
informasi yang gampang diperoleh bagi setiap orang. Terjadi tindak 
pidana penghinaan sebagai perbuatan yang menganggu hak atas 
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kehormatan seseorang. Maka tindak pidana penghinaan tidak hanya 
terjadi dalam dunia rill, tetapi juga bisa terjadi dalam dunia maya (cyber). 
Terhadap tindak pidana ini yang pada dasarnya memiliki wujud 
perbuatan yang sama, tetapi locus yang berbeda. Sebab satu terjadi di 
dunia rill, dan satunya juga bisa terjadi melalui dunia maya. Maka 
perkembangan tindak pidana penghinaan dalam dunia maya salah satu 
perbedaan mendasarnya yakni terlatak pada tempat (locus) atau 
medianya. Itulah sebabnya penting untuk mengemukakan letak 
perbedaan antara delik penghinaan yang terjadi melalui dunia real yang 
tunduk pada KUHP dengan tindak pidana penghinaan yang terjadi melalui 
dunia maya yang landasan yuridisnya di atur dalam UU ITE. Perbedaan ini 
selanjutnya akan dibagi dalam tiga poin, diantaranya: cara 
menggolongkan delik penghinaan, sanksi yang berlaku di dalam 
ketentuan a quo, dan makna tersiar di depan umum berdasarkan locus 
penghinaannya. 
1. Delik Penghinaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
PIdana (KUHP) 
Delik penghinaan yang diatur dalam KUHP merupakan tindak 
pidana yang ditujukan terhadap segala jenis penghinaan yang terjadi di 
dunia rill, atau lebih tepatnya tindak pidana yang sarananya bukan 
menggunakan elektronik, tetapi hanya terjadi secara manual. 
Oleh karena itu, tidak tepat dan sebuah kekeliruan jika terdapat 
pendapat yang menggolongkan delik penghinaan yang terdapat dalam 
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KUHP merupakan ketentuan umum, dan meletakkan delik penghinaan 
berdasarka UU ITE sebagai ketentuan khusus.  
Pendapat yang kiranya dapat diterima dan sesuai dengan nalar 
hukum, yaitu kalau terjadi delik penghinaan yang dilakukan melalui sarana 
ITE, maka delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP merupakan 
genus atas delik penghinaan dalam UU ITE. Pendapat yang sama juga 
dikemukakan oleh Khusnul Khatimah 46  “Pasal 310 KUHP merupakan 
genus delicht dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE, sebab penghinaan yang terjadi 
melalui ITE tidak tercakup dalam Pasal 310 KUHP.” 
Delik penghinaan dalam UU ITE merupakan species  delik 
penghinaan yang diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan 
melalui elektronik atau di dunia cyber. 
a. Penggolongan Delik Penghinaan berdasarkan KUHP 
Secara garis besarnya, pemuatan ketentuan delik penghinaan 
dalam KUHP terbagi dalam dua pemuatan, ada penggolongan delik 
penghinaan yang dimuat dalam satu Bab beserta dengan pasal-pasalnya 
secara keseluruhan. Selain itu, terdapat pula pemuatan ketentuan delik 
penghinaan yang tersebar dalam beberapa pasal dengan bab-bab yang 
berbeda. 
Pengaturan atas penggolongan delik penghinaan yang terdapat 
dalam bab tersendiri, yaitu terdapat dalam Bab XVI KUHP dengan 12 
Pasal, mulai dari Pasal 310 – Pasal 321. Dalam 12 pasal tersebut terbagi 
atas beberapa penggolongan delik penghinaan: 
                                                          
46 Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara 27 Agustus 2015. 
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a. Penistaan lisan dan penistaan tertulis; 
b. Penghinaan berat dan penghinaan ringan; 
c. Fitnah; 
d. Fitnah dengan pengaduan; 
e. Fitnah dengan perbuatan; 
f. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. 
 
Selain itu, terdapat pula jenis penggolongan delik penghinaan 
dalam pasal dengan penempatan Bab yang berbeda, tersebar dalam bab 
yang berbeda, diantaranya: 
a. Penghinaan terhadap kepala negara (Pasal 134, Pasal 136 bis, 
Pasal 137 KUHP); 
b. Penghinaan terhadap simbol-simbol negara (Pasal 154 a 
KUHP); 
c. Penghinaan terhadap Pemerintah RI (Pasal 154 dan Pasal 155 
KUHP); 
d. Penghinaan terhadap kekuasaan umum (Pasal 207 dan Pasal 
208 KUHP); 
e. Penghinaan terhadap golongan (Pasal 156 dan Pasal 157 
KUHP); 
f. Penghinaan terhadap agama (Pasal 156 a, Pasal 177 ayat 1, 
dan ayat 2 KUHP). 
 
Untuk delik penghinaan yang tersebar dalam berbagai bab di dalam 
KUHP dalam hal penggolong delik penghinaannya terbagi juga atas 12 
pasal. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah penggolongan delik 
penghinaan terhadap kepala negara dan penghinaan terhadap 
pemerintahan sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi. Masing-masing penggolongan delik penghinaan 
tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi 
melalui putusan MK Nomor: 013-022/PUU-IV/2008 dan Putusan MK 
Nomor: 6/PUU-V/2007. Oleh karena itu pasal penghinaan yang tersebar 
dalam berbagai bab KUHP, kini yang belaku hanya 7 Pasal. 
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b. Sanksi Pidana terhadap Delik Penghinaan dalam KUHP 
Untuk menguraikan dengan sederhana pemberlakuan sanksi atas 
setiap golongan delik penghinaan dalam KUHP, maka selanjutnya 
disederhanakan pula jenis penggolongan delik penghinaan tersebut 
menjadi dua, yaitu  terhadap delik penghinaan yang terdapat dalam Bab 
XVI KUHP disebut sebagai penggolongan delik penghinaan umum, 
sedangkan penggolongan delik yang tersebar dalam berbagai Bab KUHP 
lebih tepatnya disebut sebagai penggolongan delik penghinaan khusus. 
Berpijak dari asas hukum yang berlaku dalam pengancaman 
pidana,  “culpae poena paresto” yang berarti hukumlah seorang setimpal 
dengan perbuatan. Oleh sebab itu dalam KUHP, dari setiap perbuatan 
yang tergolong delik penghinaan, berdasarkan kadar perbuatannya yang 
berbeda dalam hal  terwujudnya tindakan merusak kehormatan 
seseorang, maka ancaman pidananya pun diterapkan dengan cara yang 
berbeda dari segi jumlah atau lamanya pemidanaan penjara. 
Hal ini dapat dicermati dalam golongan delik penghinaan umum 
yang terdapat dalam Bab XVI, sebagai berikut: 
a. Penistaan lisan diancam pidana penjara selama-lamanya 9 
bulan atau denda sebanyak Rp. 4500; 
b. Penistaan tertulis diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500; 
c. Fitnah diancam pidana  penjara 4 tahun dan pencabutan hak; 
d. Penistaan ringan diancam pidana penjara 4 bulan 2 minggu 
atau denda Rp. 4500; 
e. Penghinaan terhadap pegawai negeri diancam pidana dengan 
pemberatan sepertiga dari ancaman pidana dari kategori 
perbuatan penghinaannya (penistaan lisan, penistaan tertulis, 
dan penistaan ringan); 
f. Fitnah dengan pengaduan diancam pidana 4 tahun dan 
pencabutan hak; 
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g. Fitnah dengan perbuatan (persangkaan palsu) diancam pidana 
4 tahun dan pencabutan hak; 
h. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara 
menista melalui surat diancam pidana 4 bulan 2 minggu; 
i. Penginaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara 
menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan tulisan, diancam 
pidana 1 bulan 2 minggu. 
 
Berdasarkan kadar penjatuhan sanksi di atas, jelaslah bahwa 
KUHP membeda-bedakan jenis sanksi pidana atas penggolongan delik 
penghinaan berdasarkan kadar perbuatannya. Hal ini dapat dicermati 
dengan berbedanya sanksi pidana antara delik penistaan berat (lisan dan 
tertulis) dengan delik penistaan ringan. Pada penistaan berat diancam 
pidana penjara bisa mencapai 1 tahun 4 bulan, sedangkan pada 
penistaan ringan ancaman pidana penjaranya hanya dalam hitungan 
bulan, yaitu 4 bulan 2 minggu. 
Hal yang sama  dalam ancaman pidana terhadap penggolongan 
delik penghinaan umum juga berlaku pembedaan dalam sanksi 
pidananya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo, diantaranya: 
a. Penghinaan terhadap simbol-simbol negara diancam pidana 
penjara 4 tahun atau denda Rp. 3000; 
b. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dengan cara penistaan 
lisan atau tertulis di depan umum diancam pidana penjara 1 
tahun 4 bulan atau denda Rp. 4.500; 
c. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dengan cara 
menyebarluaskan secara terbuka tulisan atau gambar diancam 
pidana penjara 4 bulan  atau denda Rp. 4.500; 
d. Penghinaan terhadap golongan diancam pidana penjara 4 tahun 
atau denda Rp. 4.500; 
e. Penghinaan terhadap agama diancam pidana penjara 5 tahun. 
 
Dalam penggolongan delik penghinaan khusus ini, juga terdapat 
perbedaan pengancaman pidana dari segi perbuatan pelaku penghinanya. 
Jika misalnya penghinaan terhadap simbol negara maka ancaman pidana 
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penjaranya ternyata lebih berat dari pada penghinaan terhadap 
kekuasaan umum.  
Penghinaan terhadap simbol negara  terkait dengan NKRI, 
sehingga wajar kalau pengancaman pidananya lebih berat dibandingkan 
dengan penghinaan terhadap kekuasaan umum seperti Gubernur, Polisi, 
bupati, yang pada dasarnya jabatan kekuasaan umum tidak berdampak 
besar karena masih dalam regim terbatas saja dalam sebuah lembaga 
atau sebuah daerah tertentu. 
Terkait dengan masalah pengancaman pidana denda ini, 
khususnya dalam KUHP yang belum mengikuti standar nila mata uang 
sekarang, termasuk pengancaman pidana denda yang masih dalam 
hitungan ribuan in casu delik penghinaan dalam KUHP, dalam praktik 
hakim pengadilan masih menikuti standar yang ada di dalam KUHP. 
Padahal ancaman pidana denda dalam hitungan yang tidak lagi 
mengikuti devaluasi mata uang sekarang sudah mestinya disesuaikan. Hal 
ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 
18/prp/1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana 
Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 Presiden 
Republik Indonesia; “bahwa tiap jumlah hukuman denda yang 
diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir 
dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 
1960 No. 1) maupun dalam ketentuan-ketentuap pidana lainnya yang 
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dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah 
sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima 
belas kali. 
Terakhir, pengaturan masalah pidana denda ini, diatur pula dalam 
Pasal  3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan 
Jumlah Denda Dalam KUHP yang menegaskan “Tiap jumlah maksimum 
hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 
dan ayat 2, 303 bis ayat l dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 
(seribu) kali.” 
Maka seharusnya, ke depannya hakim pengadilan mengacu pada 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
Dalam KUHP. Alasannya adalah: memang pada hakikatnya Undang-
Undang No. 18/prp/1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-
Ketentuan Pidana lebih tinggi dan mempunyai dasar hukum yang 
mengikat secara umum (regeling), tetapi Perma tersebut  menjadi 
peraturan yang lebih baru dan lebih mengikuti nilai mata uang yang 
sekarang, sehingganya menjadi wajar untuk mengikuti perubahan nilai 
ancaman pidana dendanya.  
Hanya saja, jika mencermati RUU KUHP sekarang, , andaikata 
RUU tersebut disahkan nantinya, maka persoalan ancaman pidana denda 
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ini tidak lagi menjadi masalah sebagai nilai denda yang tidak pantas, 
sebabnya nilai dendanya sudah menyesuaiakan dengan nilai mata uang 
rupiah saat ini. 
c. Makna Tersiar di depan umum terhadap delik penghinaan 
berdasarkan KUHP 
Hampir semua penggolongan delik penghinaan dalam KUHP 
mempersyaratkan terpenuhinya unsur tersiar di depan umum. Hal ini 
dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa ketentuannya, diantaranya:  
penistaan lisan dan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan 
terhadap pegawai negeri, dan penghinaan terhadap orang yang sudah 
meninggal dunia. Dari jenis penggolongan delik penghinaan ini memuat 
unsur dari perbuatan yang dikehendakinya untuk menghina tersiar  di 
depan umum. 
Hanya saja dari penggolongan delik penghinan umum ini, masih 
ada pula yang dapat terkualifikasi penghinaan tanpa perbuatan menghina 
tersebut tersiar di depan umum. Seperti; penistaan berat disamping 
menggunakan unsur tersiar di depan umum, juga secara alternatif 
termasuk dalam kualifikasi penistaan ringan manakalah di lakukan di 
hadapan korban. Dalam beberapa delik penghinaan yang lain lagi, seperti 
fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan sama sekali tidak 
memuat unsur objektif, bahwa perbuatan penghinaan itu tidak perlu tersiar 
di depan umum.   
Di dalam KUHP tidak ada penjelasan yang detail tentang makna 
tersiar di depan umum. Tetapi dalam praktik untuk mencari maksud tersiar 
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di depan umum sebagai salah satu unsur delik penghinaan, sering 
digunakan pendapat para ahli hukum pidana, yang selanjutnya disebut 
sebagai doktrin: 
a. Menurut Soesilo mengemukakan bahwa maksud dari Pasal 310 
ayat 2 KUHP yang terdapat  unsur tersiar di depan umum berarti 
bahwa penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh 
seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud 
tuduhan itu akan diketahui oleh orang banyak.47 
b. Menurut Leden Marpaung, mengemukakan  tersiar di depan 
umum adalah perbuatan itu dikehendaki untuk “diketahui umum” 
adalah perbuatan yang sifatnya menista harus tersampaikan di 
depan umum/khalayak, sehingga perbuatannya baru dapat 
dikategorikan sebagai delik penistaan.48 
c. Menurut Lamintang, mengemukakan dengan menafsirkan 
makna “di depan umum” dalam delik penghinaan terhadap 
kekuasaan umum. Lamintang mengemukakan bahwa “di depan 
umum” --- (in het openbaar), hal ini tidak selamanya berarti 
penghinaan tersebut harus selalu dilakukan di tempat umum, 
melainkan cukup jika ucapan yang sifatnya menghina dapat 
didengar oleh umum atau tulisan yang bersifat menghina dapat 
dilihat oleh umum. 49 
 
Jika dicermati lebih lanjut beberapa kualifikasi delik penghinaan 
dalam KUHP terdapat delik penghinaan yang unsur perbuatannya mutatis-
mutandis dapat dikatakan pada saat diwujudkan perbuatan itu, seperti  
menyiarkan, mempertunjukan, menempelkan, menyebarluasakan. Secara 
mutatis mutandis segala tindakan yang isinya dimaksudkan untuk 
merusak kehormatan dan nama baik seseorang tersebut, memang 
sengaja dimaksudkan agar umum atau khalayak juga mengetahuinya. 
Sebagai salah satu gambarannya, dapat di lihat dari pendefenisian  
tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum yang ditafsirkan oleh 
Lamintang atas makna “menyebarluaskan” dari unsur objektif pasal a quo. 
                                                          
47 R. Soesilo. Op. Cit. Hlm. 226 
48 Leden Marpaung. Op.Cit. Hlm. 14 
49 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Op.Cit. Hlm. 467 
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Lamintang mengemukakan  bahwa “menyebarluaskan” sudah lazim 
diartikan sebagai tindakan mengedarkan dalam jumlah yang lebih banyak 
dari satu eksampler.  
Dalam unsur penghinaan  lain seperti “mempertunjukan atau 
menempelkan”  juga berlaku hal yang sama. Adalah menempelkan suatu 
tulisan atau gambar dengan cara demikian rupa (seperti ditempelkan di 
dinding/tembok, kertas, atau kain), sehingga memungkinkan bagi setiap 
orang yang ingin melihatnya dapat melihat tulisan atau gambar tersebut. 
2. Delik penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
Pengaturan tentang delik penghinaan dalam UU No. 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tidak sebanyak 
yang terdapat dalam KUHP. 
Sebagaian pendapat yang mengatakan bahwa dalam UUITE 
sebenarnya hanya terdapat satu ketentuan yang bisa menjerat delik 
penghinaan yang dilakukan melalui ITE, pada sesungguhnya pendapat 
demikian tidak benar. Sebab dalam UU ITE terdapat tiga ketentuan yang 
mengatur perihal penghinaan yang dilakukan melalui UU ITE yakni Pasal 
27 ayat 3 (penghinaan secara umum yang dilakukan melalui ITE), Pasal 
28 ayat 2 (penghinaan terhadap SARA) dan terakhir adalah Pasal 45 ayat 
1 dan 2 masing-masing mengenai ketentuan pidana dari pasal 27 ayat 3 
dan Pasal 28 ayat 2.  
Jika diperhatikan secara cermat pada dasarnya UU ITE tidak 
menempatkan penghinaan sebagai kualifikasi delik dalam UU a quo. 
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Berbeda halnya dengan KUHP, yang menempatkan penggolongan delik 
penghinaan dalam Bab XVI. 
Selanjutnya, untuk melihat perbedaan tersebut, antara kualifikasi 
delik penghinaan bedasarkan KUHP dan UU ITE, maka akan diuraikan 
juga poin yang membedakannya, sebagaimana titik taut pembeda yang 
telah diuraikan sebelumnya  terhadap delik penghinaan dalam KUHP. 
a. Penggolongan Delik Penghinaan dalam UU ITE 
Sebagai konsekuensi hukum perundang-undangan lebih lanjut, UU 
ITE  yang tidak memiliki bab tersendiri perihal delik penghinaan, maka 
mutatis mutandis UU ITE tidak terdapat penggolongan delik penghinaan 
sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. 
Hanya saja, berdasarkan UU ITE jika disandingkan dengan putusan 
MK Nomor: 59/ PUU-VI/2009, maka Pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah 
memasukkann juga jenis penghinaan seperti penistaan dan fitnah yang 
dapat terpenuhi sebagai delik penghinaan ITE, manakalah perbuatan 
penghinaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. 
Untuk lebih jelas, berikut ini dikutip pengatur tentang Pasal 
penghinaan yang diatur dalam UU ITE:  
“Pasal 27 ayat 3 menegaskan: setiap orang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik.” 
 
Terkait penghinaan terhadap agama yang menggunakan sarana 
elektronik juga memiliki pengaturan tersendiri dalam  Pasal 28 ayat 2 UU 
ITE yang menegaskan “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
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menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu  berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” 
Frasa yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE “…memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Berarti pasal a 
quo, selain penghinaan terhadap golongan dan agama, pada hakikatnya 
menempatkan semua penggolongan jenis penghinaan yang terdapat 
dalam KUHP. Sehingga  ketika semua penggolongan jenis delik 
penghinaan menggunakan sarana elektronik maka perbuatan si pelaku 
tindak pidana penghinaan terjerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.  
Hal ini  tentu berbeda dengan penghinaan terhadap golongan dan 
agama, yang juga diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal, Pasal 156 a, 
Pasal 177 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, manakalah perbuatan penghinaan 
tersebut menggunakan sarana elektronik tidak perlu lagi dikembalikan 
untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal a quo KUHP. 
b. Sanksi Pidana terhadap Delik Penghinaan berdasarkan UU ITE 
Pada poin sanksi pidana untuk delik penghinaan yang dilakukan 
melalui UU ITE terjadi banyak silang pendapat. Sebab ancaman pidana 
prnjara 6 tahun dan/atau denda sebanyak 1 milyar rupiah dianggap tidak 
memenuhi filosofi pertanggungjawaban bagi pelaku dengan perbuatan 
penghinaannya. 
Sebagai konsekuensi yuridis UU ITE yang tidak mengenal 
pengkualifikasian delik penghinaan, sehingga kalau terjadi penghinaan 
baik dalam bentuk penistaan ringan maupun dalam bentuk penistaan 
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berat, semuanya akan terjerat dengan pidana penjara 6 tahun. Dalam arti 
lebih lanjut, bahwa semua jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP 
ketika dilakukan melalui sarana elektronik akan dijerat dengan ancaman 
pidana yang sama, yakni 6 tahun.   
Kondisi demikian, menyebabkan pengaturan delik penghinaan 
dalam UU ITE menyimpangi filosofi penghukuman pidana karena tidak 
memperhitungkan antara kadar perbuatan pelaku dengan 
pertanggungjawaban pidananya melalui pengancaman pidana penjara 
maupun denda. 
Olehnya itu berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Khusnul 
Khatimah50 “bahwa ke depannya Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait dengan 
ancaman pidananya dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak tepat 
menggunakan hukuman penjara 6 (enam) tahun, sebab dampak 
perbuatan dari pelaku tidak sesuai dengan pertanggungjawaban 
pidananya, ada baiknya Pasal 27 ayat 3 UU ITE ihwal ancaman pidanya 
dikembalikan ke pasal genusnya dalam Pasal 310 KUHP, yatu dengan 
ancaman pidana 9 (Sembilan) bulan saja.” 
Dalam hemat penulis, model ancaman pidana yang dikemukan oleh 
hakim tersebut belumlah tepat dalam filosofi pemidanaan. Perlu diketahui 
bahwa terjadinya penyebarluasan penghinaan melalui ITE memiliki 
dampak merusak kehormatan yang  kadanya lebih tinggi, karena umum 
memungkinkan lebih banyak mengetahuinya. Oleh seab itu lebih tepat, 
sekiranya perumusan ancaman pidana terhadap jenis penghinaan yang 
                                                          
50 Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara 27 Agustus 2015. 
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dilakukan melalui ITE,  diancam dengan pidana pemberatan 1/3 dari 
ancaman pidana dari genus delicht penghinaan dalam KUHP 
c. Makna Tersiar di Depan Umum Terhadap Delik Penghinaan 
Berdasarkan UUITE 
 Hal yang patut diperhitungkan dalam menguraikan unsur-unsur 
delik penghinaan yang harus dirangkaikan dengan Pasal 310 KUHP,.yakni 
terdapatnya sifat pembeda unsur “tersiar di depan umum” antara 
penistaan berdasarkan KUHP, dengan sifat penistaan yang dilakukan 
melalui sarana elektronik. 
Menururt Rahmad Arsyad 51  mengemukakan “bahwa adakalanya 
melalui sarana elektronik, khususnya dengan instrumen media sosial, 
terhadap tindakan seorang yang bermuatan penghinaan oleh sarana 
media sosial bersangkutan memiliki aturan tersendiri jika terjadi keberatan 
terhadap si korban.”  
Taruhlah misalnya dalam media sosial facebook, “jika anda merasa 
keberatan atas pemuatan status di facebook maka anda disediakan ruang 
komentar untuk menanggapinya, termasuk anda bisa melaporkan konten 
status tersebut ke server utama sebagai  tindakan yang membuat anda 
merasa terhina, bahkan lebih dari itu anda bisa melakukan tindakan 
pemblokiran terhadap  orang yang melakukan penghinaan terhadap diri 
anda sebagai langkah terakhir ketidaksenangan anda terhadap teman 
medsos anda”.52 
                                                          
51 Dosen Komunikasi Universitas Binus Jakarta, Wawancara 22 Juli 2015. 
52 Ibid.  
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Aturan internal inilah pada sesungguhnya belum terkualifikasi 
dalam UU ITE, sehingga bisa dikatakan pengaturan delik penghinaan 
dalam UU ITE terkesan longgar, terkesan sebagai pasal karet, yang hanya 
bisa menjerat orang-orang yang tidak memiliki status sosial  untuk 
melawan kekuasaan umum, manakalah terdapat orang yang melakukan 
kritik terhadap pemerintah, dan pada akhirnya berujung sebagai 
pelanggaran hak atas reputasi pejabat pemerintah tersebut. 
Sebagaimana dalam konsideran Putusan MK a quo atas judicial 
review Pasal 27 ayat 3 yang menganggap Pasal 310 memliki relasi 
keterkaian dengan delik penghinaan dalam UU ITE maka sudah pasti pula 
unsur diketahui umum dan tersiar di depan umum dalam Pasal 310 juga 
harus terpenuhi dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. 
Jika delik penghinaan itu dilakukan dengan video berupa suara 
maka sesungguhnya yang delik penghinaan tersebut merupakan 
penistaan tertulis yang memiliki relasi keterkaitan dengan Pasal 310 ayat 1 
KUHP. Dengan demikian yang harus dibuktikan salah satu unsur dari 
penistaan lisan yang menggunakan sarana elektronik yakni  “telah 
diketahui oleh umum.” 
Maksud dari pada diketahui umum dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP 
berarti “maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud 
yang sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya 
menuduhkan melakukan suatu perbuatan”. 
Perbedaannya dalam delik penghinaan dengan saraa elektronik 
manakalah dilakukan dengan cara lisan “maksud untuk diketahui umum” 
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tidak serta merta terwujud pada saat perbuatan diwujudkan, tetapi baru 
terpenuhi diketahui oleh umum setelah perbuatan mentransmisikan 
informasi itu diwujudkan. 
Pada kondisi tertentu, tidak semua sistem elektronik memenuhi 
syarat sebagai ruang khalayak, yang dengan begitu seorang memposting 
tulisan yang bernada penghinaan akan dengan sendirinya terwujud 
sebagai perbuatan penghinaan telah tersiar di depan umum. Sebab ada 
beberapa instrumen elektronik yang sifatnya tertutup, seperti Group yang 
di bentuk di jejaring facebook, group yang terdapat di dalam BBM, email. 
Semua dari jenis sistem elektronik tersebut tidak berarti setiap orang 
dapat mengaksesnya. 
Kondisi yang berbeda dengan pendapat yang diperoleh 
berdasarkan hasil wawancara dari salah satu hakim anggota yang 
mengadili kasus Fadli Rahim, Khusnul Khatimah 53  mengemukakan 
“bahwa  dalam delik penghinaan yang dilakukan melalui ITE, bukanlah 
bersandar pada tersiar di depan umum melainkan adanya kemungkinan 
dampak dari penghinaan tersebut bisa diketahui oleh orang banyak. 
Penulis tidak sependapat dengan hakim tersebut, dasar 
argumentasinya “bahwa tidak dapat pertanggungjawaban pidana 
disandarkan pada ketidakpastian sebagai sasaran akhirnya. Apalagi 
menafsirkan pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat dilepaskan dari setiap 
unsur penghinaan yang terdapat pula dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 
                                                          
53 Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara 27 Agustus 2015. 
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KUHP sudah jelas-jelas memuat unsur “tersiar di depan umum” yang 
dalam menjerat pelaku unsur tersebut menjadi penting untuk dibuktikan. 
Oleh karena itu, tidak dapat dipersamakan “makna tersiar di depan 
umum” pula dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP dengan Pasal 27 ayat 3, 
sebab unsur objektif dari pada “menyebarluaskan, mempertunjukan dan 
menempelkan” pada saat diwujudkan perbuatan menuduhkan suatu 
perbuatan itu dengan sarana gambar maka dengan sendiriya pada waktu 
itu juga terpenuhi “makna tersiar di depan umumnya”. 
Dalam Pasal 27 ayat 3, terdapatnya Unsur tindak pidana 
penghinaan dalam perbuatan “mentransmisikan, mendistribusikan, atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” tidak dengan serta merta 
terjadinya perbuatan mentransmisikan maka akan terpenuhi “tersiar di 
depan umum”. Sebab bisa saja tindakan dari mentransmisikan, 
mendistribuskan, atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang 
bermuatan penghinaan” terhadap orang yang ditujukan sebagai 
umum/khalayak sifatnya terbatas (seperti email, group tertutup dalam 
media sosial), maka tidaklah dikategorikan sebagai perbuatan yang 
bermaksud untuk menghina, karena orang yang bisa mengetahuinya 
masih terbatas. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukan oleh 
Simon54 “ bahwa mengirimkan tulisan pada orang terbatas tidak termasuk 
penghinaan.” 
 
                                                          
54  Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma 
Kesusilaan dan Kepatutan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 303 
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D. Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Delik 
Penghinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan  awal dari bab 
penelitian ini “bahwa dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan 
berdasarkan objek dan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak 
pidana. “ 
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang 
menegaskan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 
Untuk selanjutnya pada penguraian jawaban atas permasalahan 
yang kedua ini, tidak hanya akan menguraikan perbuatan atau delik 
penghinaan yang dapat dijerat dengan tafsir Pasal 27 ayat 3 UU ITE, 
tetapi juga perlu diuraikan putusan MK a quo yang telah menguji Pasal 27 
ayat 3 UU ITE. 
Pentingnya membahas putusan MK yakni, pembacaan atas 
ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE harus sesuai dengan “konstitusional 
bersyarat” yang dinyatakan oleh MK dalam putusannnya. 
Selain itu, diangkat pula salah satu contoh kasus yang sudah 
divonis inkra oleh salah satau pengadilan negeri terhadap Kasus delik 
penghinaan ITE yang dilakukan oleh Fadli Rahim terhadap Bupati Gowa 
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1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transkasi Elektronik 
Kembali dalam subtema pembahasan ini, dikutip bunyi Pasal 27 
ayat 3 UU ITE, yang menegaskan ““setiap orang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 
Dalam penelitian, diperoleh pula pendapat dari majelis Hakim, 
Khusnul Khatima 55  mengemukakan dengan singkat “bahwa menjerat 
pelaku tindak penghinaan melalui UU ITE adalah dengan terpenuhinya 
unsure-usnur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.” 
Berdasarkan dari segi pemberlakuan unsure-unsur deliknya, maka 
pasal a quo pada hakikatnya memperlakukan unsur-unsur delik secara 
alternatif dan juga memperlakukan unsur-unsur delik secara kumulatif. 
Artinya, terdapat unsur yang harus diberlakukan mutlak/kumulatif (seperti: 
setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak), tetapi pada unsur delik 
selanjutnya bisa berlaku alternatif dan bisa juga berlaku kumulatif sebagai 
konsekuensi bunyi undang-undang yang menggunakan frasa “dan/atau” 
(seperti: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik). 
                                                          
55 Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara 27 Agustus 2015. 
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Sehingga kalau hanya menggunakan “kacamata” Pasal 27 ayat 3 
UU ITE saja, maka yang termasuk perbuatan memenuhi delik penghinaan 
ITE manakalah sudah terpenuhi unsur-unsur diantaranya: 
a. Setiap orang; 
b. Dengan sengaja; 
c. Tanpa hak; 
d. Mendistribusikan; 
e. Mentransmisikan; 
f. Membuat dapat diaksesnya 
g. Informasi elektronik; 
h. Dokumen elektronik; 
i. Bermuatan penghinaan; 
j. Bermuatan pencemaran nama baik. 
 
Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU 
ITE, terpenuhinya suatu perbuatan penghinaan melalui sarana ITE, maka 
unsur: setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak wajib unsur tersebut 
harus ada dalam perumusan dakwaan. Sedangkan unsur: 
mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, bisa 
yang terjadi dari perbuatan si petindak pidana hanya salah satunya, bisa 
juga dua unsur, dan bisa juga menggunakan ketiga unsur itu. 
Kondisi a quo juga berlaku dalam unsur: informasi elektronik, 
dokumen elektronik, yang bisa diberlakukan salah satu unsurnya, atau 
juga bisa pula kedua-duanya. 
Hal demikian juga sebenarnya terjadi pada unsur: penghinaan, 
pencemaran. Bisa digunakan unsur ini salah satunya dan bisa pula kedua-
duanya dalam menkostatir perbuatan dari si petindak pidana yang 
disangka melakukan delik penghinaan ITE.  
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Hanya saja janggalnya dari frasa  dalam Pasal a quo menjadikan 
unsur demikian dalam rumusan alternatif tidak tepat. Sebab tidak mungkin 
antara penghinaan yang merupakan jenis delik penghinaan dengan salah 
satu jenis delik penghinaan yaitu penistaan (pencemaran nama baik) 
menjadi sifat alternatif. Bahwa bagaimana mungkin pencemaran nama 
baik  seolah-olah dianggap berbeda dengan “penghinaan” yang pada 
dasarnya merupakan penggolongan jenis-jenis delik. 
Oleh sebab itu manakalah perbuatan penghinaan ITE hendak 
dikonstruksi dengan Pasal 27 ayat 3 pun dengan keterkaitan dengan 
penggolongan delik penghinaan dalam KUHP, maka penuntutan terhadap 
penghinaan ITE terhadap semua wujud delik penghinaan dalam KUHP 
dapat dijuntokan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Terdapatnya frasa 
“penghinaan” dalam ketentuan tersebut menunjukan semua jenis 
penghinaan yang telah diklasifikasikan dalam KUHP manakalah 
menggunakan sarana elektronik,untuk menjerat perbuatan penghinaan 
tersebut maka pasal 27 ayat 3 UU ITE harus dijuntokan dengan pasal  
dalam salah satu jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP. 
Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, bahwa terdapat unsur 
yang berlaku kumulatif mutlak dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, diantaranya 
setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak. Maka si petindak delik 
penghinaan in concreto harus terpenuhi dalam unsur tersebut. 
Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah subjek 
hukum orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana tanpa 
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adanya alasan-alasan peniadaan pidana, seperti alasan pemaaf dan 
alasan pembenar. 
Untuk unsur dengan sangaja dalam pasal a quo maka harus 
dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam wujud niat jahat sehingga 
melakukan perbuatan mentransmisikan, dan/atau mendistribusikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan 
penghinaan. Cara melihat unsur kesengajaan tersebut bisa dengan 
standar ukuran kesengajaan sebagai kepastian, sengaja sebagai tujuan, 
dan sengaja sebagai kemungkinan. 
Oleh karena itu sungguh tidak berdasar pendapat yang 
dikemukakan oleh Ledeng Marpaung ketika mengemukakan bahwa unsur 
niat dalam sebuah pasal penghinaan tidak perlu dibuktikan. Bahwa hal 
yang nyata-nyata dengan dicantumkannya unsur kesengajaan dalam 
sebuah ketentuan pidana, haruslah dibuktikan unsur tersebut, tidak boleh 
kemudian diabaikan antara niat jahat dengan rangkaian perbuatan 
selanjutnya. 
Selanjutnya, pada unsur “tanpa hak” dalam pasal a quo, berarti 
“terhadap” sipelaku melakukan tindakan yang melawan hukum oleh 
karena: bertentangan dengan hukum; dan bertentangan dengan hak atau 
tanpa kewenangan atau tanpa hak. 
Pada hakikatnya pencantuman unsur “tanpa hak” dalam ketentuan 
ini, menunjukan kalau sebenarnya ada  setiap orang yang berhak  untuk 
melakukan perbuatan mentrandistribusikan informasi yang bermuatan 
penghinaan.  
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Siapakah yang dimaksud berhak dalam pasal ini? Hanya  akan 
memiliki pemaknaan yang tepat kalau hal ini dikaitkan dengan Pasal 310 
ayat 3 terkait alasan penghapus pidana delik penghinaan berupa 
penistaan “bukan penghinaan jika terjadinya perbuatan itu sebagai 
kepentingan untuk membela diri atau semata-mata demi kepentingan 
umum.” 
Satu permasalahan pula dalam mengkonstatir sebuah perbuatan 
yang dianggap penghinaan dalam UU ITE, yakni harus terpenuhi salah 
satu, dua, atau ketiga-tiganya  dari unsur “mendistribusikan, 
mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya”. Dalam UU ITE tidak ada 
penjelasan yang pasti terkat ketiga peristilahan tersebut.  
Hal demikian juga diakui oleh Khusnul Khatimah 56  yang 
mengemukakan bahwa “dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak menjelaskan 
tentang unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat 
diaksesnya, padahal bahasa demikian merupakan bahasa ITEyang belum 
ada kesatuan pendapat dari setiap hakim yang akan mengadili kasus 
penghinaan yang menggunakan saran elektronik.” 
Tetapi pada hematnya mendistribusikan paling tidak ditujukan 
terhadap perbuatan kepada setiap orang yang melakukan penggandaan 
terhadap informasi elektronik, bisa dalam bentuk screenshoot, diprint out, 
kemudian disebarluaskan. Sedangkan mentransmisikan, sebagai wujud 
perbuatan yang meletakan informasi penghinaan secara langsung ke 
sebuah media elektronik sehingga bisa terjadi penyebarluasan.  
                                                          
56 Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara 27 Agustus 2015. 
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Beda halnya dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” 
dalam bahasa ITE pendefenisian akan isitilah itu, tertuju pada orang yang  
membagikan “link”  atau tautan misalnya di media elektronik sehingga 
pada akhirnya link yang berisi muatan penghinaan menjadi tersebar 
meluas. 
Pada unsur selanjutnya, yakni informasi dan/atau dokumen 
elektronik. Dalam hal menguraikan perbuatan dari tindakan setelah 
mendistribusikan berdasarkan UU ITE, maka apa yang distribusikan 
tersebut berupa “informasi dan/atau dokumen elektronik.” UU ITE  cukup 
jelas memberikan defenisi tentang ““informasi dan/atau dokumen 
elektronik.” 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronik adalah 
satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya.” 
Masih di pasal yang sama pada angka 5, lebih lanjut ditegaskan 
pula, “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas semata pada tulisan, suara, gambar, peta, 
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rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol 
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya.” 
Terakhir, perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai unsur 
penghinaan berdasarkan UU ITE,  yaitu pada unsur “penghinaan dan atau 
pencemaran nama baik”. 
Sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam frasa ini terdapat 
kekeliruan dalam perumusan ketentuannya. Karena penghinaan yang 
dimaksud dalam delik kehormatan merupakan jenis atau penggolongan 
delik (penghinaan). Sedangkan pada pencemaran nama baik merupakan 
frasa yang terkonstruksi dalam penguraian unsur-unsur dalam setiap delik 
penghinaan, terutama pada delik penistaan lisan yang mencantumkan 
unsur “merusak kehormatan dan nama baik”. 
Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, ternyata tidak mengikutkan unsur 
pencemaran/perusakan terhadap kehormatan, hanya menggunakan unsur 
“nama baik”. Padahal sesungguhnya segala bentuk penghinaan pasti 
akan merusak kehormatan dan nama baik seseorang. 
2. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 50/PUU-
VI/2008 
Pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah dua kali mengalami judicial review di 
Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008 dan 
Putusan MK No: 2/PUU-VII/2009. 
Pada poin ini, putusan yang relevan untuk dibahas adalah Putusan 
MK No: 50/PUU-VI/2008, sebab putusan No: 50/PUU-VII/2009 bisa 
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dikatakan putusan pengulangan saja dari putusan sebelumnya, sehingga 
dalam putusan tersebut melalui amarnya “menyatakan permohoan 
pemohon tidak dapat diterima”. Substansi pasal yang dimohonkan pada 
dasarnya sudah pernah diputus oleh MK melalui Putusan No: 50/PUU-
VI/2008. 
Pada hakikatnya Putusan  MK No: 50/PUU-VI/2008 terhadap Pasal 
27 ayat 3 UU ITE oleh MK dinyatakan konstitusional, dan mempunyai 
kekuatah hukum mengikat untuk diberlakukan. Hanya saja dalam putusan 
a quo terdapat pemaknaan baru atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut. 
Hal ini terdapat dalam dua item, diantaranya: Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
memiliki keterkaitan dengan delik penghinaan terhadap Bab XVI Pasal 
310 dan 311 KUHP; MK juga menyatakan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
sebagai delik penghinaan ITE harus dimaknai sebagai delik aduan 
sebagaimana  sifat delik yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal  311 
KUHP. 
Lebih lengkapnya tafsir tersebut terdapat dalam pendapat MK 
melalui Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008 pada halaman 110: 
“Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan 
Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah 
bahwa Pasal 27 ayat (3) UU  ITE tidak mengatur norma hukum 
pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma 
hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang 
baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya 
perkembangan di bidang elektronik atau ciber dengan karakteristik 
yang sangat  khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang 
termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma 
hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan 
yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga 
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konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan 
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”. 
 
“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan 
dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam 
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang 
mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, 
harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus 
ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) 
untuk dapat dituntut di depan Pengadilan” 
 
Berdasarkan konsideran dalam putusan  a quo maka pada 
dasarnya MK seolah-olah hanya menganggap penghinaan yang dapat 
terjadi melalui ITE, pada jenis penghinaan: penistaan dan fitnah saja. 
Padahal semua jenis delik penghinaan, seperti pengaduan dengan fitnah, 
fitnah dengan perbuatan, penghinaan terhadap pegawai negeri, 
penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, dapat saja terjadi 
melalui sarana ITE. 
Sehingga kalau hanya mengacu pada putusan MK tersebut, berarti 
perbuatan yang bisa dijerat sebagai penghinaan dalam UU ITE, pada jenis 
delik penghinaan yang dua itu saja, yakni penistaan dan fitnah.  
Sementara untuk jenis penghinaan yang lain, diantaranya pula 
penghinaan terhadap simbol negara, penghinaan terhadap kekuasaan 
umum manakalah dilakukan dalam sarana ITE berarti Pasal 27 ayat 3 UU 
ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat si pelaku. 
Menyikapi kekeliruan putusan MK ini, pada sesungguhnya yang 
tepat dengan menganggap pasal a quo tetap konstitusioanal, yakni 
dengan menempatkan semua jenis delik penghinaan dalam KUHP, baik 
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penggolongan delik penghinaan umum maupun penggolongan delik 
penghinaan khusus merupakan genus delik penghinaan yang spesiesnya 
bisa saja terjadi melalui ITE, dan terkualifikasi ke dalam Pasal 27 ayat 3 
UU ITE. 
Selain itu, kekeliruan mendasar yang terjadi pula dalam putusan 
MK a quo, yaitu dengan memaknai Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai delik 
yang sifatnya sebagai delik aduan (clacht delicthen). Padahal, kalau 
semua delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dengan memaknai 
sebagai satu kepaduan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, tidaklah semua 
jenis delik penghinaan dalam KUHP memiliki sifat delik aduan, sebab ada 
pula deliknya yang bersifat umum (biasa), seperti penghinaan terhadap 
pegawai negeri, penghinaan terhadap simbol-simbol negara, dan 
penghinaan terhadap kekuasaan umum. 
Oleh karena itu, paling tidak dalam penerapan ketentuan Pasal 27 
ayat 3 UU ITE, sedianya kalau terjadi delik penghinaan selain fitnah dan 
penistaan, maka seharusnya mengkualifikasi perbuatan si petindak pidana 
penghinaan itu dengan menjuntokan pada pasal terkait yang dituju. 
Misalnya jika penghinaan terhadap kekuasaan umum (jabatan Bupati, 
Wali Kota, Gubernur), berarti Pasal 27 ayat 3 UU ITE harus dijuntokan 
dengan Pasal 270 KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan umum). 
Terhadap jenis delik penghinaan ini, yang ditujukan pada 
kekuasaan umum, in concreto harus dimaknai bahwa penghinaan yang 
dilakukan kepada jabatan yang dimaksud dengan serta merta tidak bisa 
dianggap sebagai delik aduan, tetapi delik umum. Hal ini dengan mengacu 
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pada sifat delik penghinaan terhadap kekuasaan umum dalam KUHP 
merupakan delik umum. 
3. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No: 324/ Pid.B/ 
2014/PN. SGM 
Kendatipun demikian Pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah dua kali 
mengalami judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi antara 
rumusan pasal a quo beserta unsur-unsurnya, dalam pemberlakuannya 
terhadap perbuatan yang diduga sebagai delik penghinaan ITE masih 
rentan salah dalam menjerat si pelaku. Sebab  belum adanya kejelasan 
sebagai pemberlakukan asas “lex stricta” terhadap Pasal 27 ayat 3 UU 
ITE. 
Diantara unsur-unsur dalam delik penghinaan ITE ini, yang 
dianggap masih  belum jelas unsurnya, terutama pada unsur: 
“mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya”. 
Memang pada putusan MK sudah ada penjelasan atas unsur ini, tetapi 
dalam praktik penjeratan, masih saja dari kalangan hakim sulit terdapat 
kesatupaduan pendapat dalam konsideran putusan masing-masing pada 
saat mengkonstituir antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur delik 
penghinaan ITE tersebut. 
Itulah sebabnya, delik penghinaan ITE yang terdapat dalam Pasal 
27 ayat 3 UU ITE dianggap sebagai pasal karet (herzet artikelen), yang 
terlalu gampang menjerat terhadap orang yang pada kemungkinannya 
hanya melakukan kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, 
tetapi alih-alih malah terjerat sebagai delik penghinaan. 
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Untuk melihat  lebih lanjut, masih tidak ketatnya perumusan Pasal 
27 ayat 3 UU ITE, maka pada poin ini diambil salah satu sampel kasus 
yang pernah di vonis inkra, dan terhadap Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
diterapkan dalam peristiwa tindak pidana itu. 
Pada intinya perkara ini merupakan penghinaan bersaranakan ITE 
yang dilakukan oleh Fadli  Rahim sebagai salah satu PNS  di Dinas 
Pariwisata yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Fadli Rahim terbukti bersalah melakukan penghinaan 
melalui ITE terhadap Bupati Gowa (Ichsan Yasin  Limpo). 
Akibat tidak memenuhinya Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam asas lex 
stricta dan lex certa maka melalui Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa No:324/Pid.B/2014/PN.SGM, terdapat beberapa 
kekeliruan mendasar dalam proses penjatuhan vonis oleh hakim 
pengadilan dalam perkara penghinaan yang dilakukan oleh Fadli Rahim.  
Diantaranya, terdapatnya kekeliruan dakwaan oleh Jaksa dengan 
menjuntokan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 ayat 1 KUHP: 
kaburnya penafsiran sengaja oleh hakim berdasarkan peristiwa kejadian; 
hakim tidak tepat dalam menafsirkan unsur mentransmisikan yang 
tersebar secara meluas; dan tidak terobjektifisirnya unsur penghinaan 
dalam pasal a quo. Untuk lebih jelasnya permasalahan tersebut akan 
diuraikan secara sistematis pada bagian berikut: 
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a. Dakwaan Jaksa Salah Menerapkan Pasal Penghinaan (Obscur 
libel) 
Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, salah satu 
kekeliruan mendasar MK dalam menafsirkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, 
yakni hanya dirangkaian dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP saja. 
Ternyata tafsir MK ini, menjadi dasar atau acuan bagi jaksa  dalam 
dakwaannya, Fadli Rahim didakwa melakukan tindak pidana penghinaan 
berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE junto Pasal 310 ayat 1 KUHP. 
Padahal sesungguhnya perbuatan Fadli Rahim menulis status yang 
dianggap bermuatan penghinaan, bukanlah penistaan terhadap individu, 
atau dengan kata lain objek terhinya adalah pejabat publik. Dalam hal ini 
lebih tepat dengan mengaitkannya dengan Pasal 207 KUHP (penghinaan 
terhadap kekuasaan umum). 
Lebih jelasnya berikut dikutip kata-kata yang sudah ditulis oleh 
Fadli Rahim dalam group line bersama dengan Alumni SMA 99 Gowa:  
“saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy, 
arrrgh. Tena kebajikang… jai2mi investor nda jadi investka nda 
dikasiki bagian bupatina… saing diamami, klo nda ada untungna 
buat dia nda jd proyekka” 
“klo ada yang bilang bupati Gowa bagus, kl bukan keluarganya, 
antek2nya, paling orang yang suka ngisep/penjilat…pueeh” 
 
Muh. Nursal 57  mengemukakan “manakalah diperhatikan dengan 
cermat isi tulisan tersebut, maka tak satupun kata yang dapat dijadikan 
sebagai objek terhina adalah menyerang individu, yang ada hanya 
sebenarnya penyerangan kehormatan terhadap jabatan, yaitu Bupati. 
Sehingga tidak tepat sebenarnya dakwaan kalau Pasal 27 ayat 3 
                                                          
57 Kuasa Hukum Fadli Rahim, wawancara 5 September 2015 
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dianggap genusnya berada dalam Pasal 310 ayat 1. Justru yang cocok 
sebagai genus atas perbuatan penghinaan tersebut yakni penghinaan 
terhadap jabatan yang tertuju pada Bupati.” 
Andaikata pun benar penghinaan tersebut dalam hal ini ditujukan 
terhadap individu, lagi-lagi kekeliruan dakwaan terjadi dengan menjadikan 
perbuatan Fadli Rahim dalam genus delict Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yakni 
dengan Pasal 310 ayat 1, yang nyata-nyata dalam pasal a quo, 
merupakan penghinaan berkualifikasi penistaan lisan. Padahal perbuatan 
Fadli Rahim yang dimaksudkan sebagai penghinaan jelas-jelas dalam 
bentuk tertulis yang diletakan dalam sebuah kolom di group line. 
Oleh sebab itu, andaikata hakim berdiri dalam alasan yang patut, 
karena salahnya dakwaan Jaksa, maka seharusnya perkara a quo 
menjadi tidak dapat diterima, yang pada hakikatnya tidak dapat diteruskan 
dalam pembuktian untuk pokok perkaranya. 
b. Proses Mengkualifisir Unsur Sengaja terhadap Perbuatan, 
Tidak Tepat 
Penting untuk diketahui, bahwa dalam hukum pidana atas 
dicantumkannya unsur sengaja dalam sebuah ketentuan maka harus 
dibuktikan niat tersebut, sebagai serangkaian niat jahat untuk mewujudkan 
actus reusnya. 
Kesalahan mendasar dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa No:324/Pid.B/2014/PN.SGM, dari hakim majelis 
mengkualifisir fakta-fakta perbuatan si pelaku dengan menggolongan 
sebagai sengaja insaf akan kemungkinan, adalah bukan digali dari 
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berawalnya niat itu, hingga sempurna pada perbuatannya 
(penghinaannya). Sehingga pada akhirnya niat jahat dengan maksud akan 
menghina dianggap terjadi dengan adanya fakta-fakta setelah perbuatan 
jahat itu menjadi selesai atau sempurna. 
Berikut salah satu contoh pertimbangan hakim dalam putusan a 
quo yang terjadi kekeliruan: 
“… menimbang bahwa kemudian terdakwa mencurigai bahwa 
pembicaraan dalam Grup Ikasalis 99 telah diketahui Bupati Gowa 
sehingga terdakwa menelphon admin yaitu saksi M Nasrum untuk 
menanyakan mengapa terdakwa dipanggil Bupati Gowa yang 
dijawab oleh M Nasrun, bahwa ia tidak mengetahuinya.58” 
 
Pada hakikatnya pertimbangan tersebut memang diambil dari fakta-
fakta persidangan, tetapi tidak memungkinkan itu unsur “sengaja” atau 
dengan kata lain niat pelaku terukur melalui ketakutan-ketakutannya 
setelah selesai melakukan kejahatannya, lalu kondisi psikologis demikian 
dijadikan sebagai fakta kesengajaan. 
Selain itu, terdapat pula pengutipan doktrin yang dilakukan oleh 
hakim Majelis dengan mengutip pendapat Leden Marpaung yang 
mengemukakan:59 
“Dalam hal ini, cukup sipelaku menyadari atau mengetahui bahwa 
kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata  tersebut 
merupakan kata-kata menista.” 
 
Terhadap pendapat Leden Marpaung tidak dapat diterima dengan 
dalil, bahwa bagaimana mungkin bisa diobjektifkan unsur kesengajaan 
kalau hanya menyentuh pada sikap batin si pelaku, haruslah dibuktikan 
                                                          
58 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No:324/Pid.B/2014/PN.SGM. Hlm. 49 
59 Ibid. Hlm 51 
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berdasarkan rangkaian kejadiannya sehingga tercapai unsur kesengajaan 
tersebut. 
Muh Nursal60 mengemukakan “terhadap kasus Fadli Rahim, justru 
“kesengajaan” itu tidak dapat dikualifisir telah terpenuhi, sebab terdapat 
serangkaian perbincangan sebelumnya dari teman Grup Ikasalis 99, yang 
menjadi pemicu sehingga Fadli Rahim ikut menambah komentar terkait 
kebijakan pemerintahan Gowa yang dianggap tidak pro rakyat. Jadi, 
serangkaian perbincangan sebelumnya kemudian  menjadi prasyarat 
“respon”  sepintas, sehingga Fadli Rahim juga mengkritisi beberapa 
kebijakan Bupati Gowa”. 
c. Tidak Tepatnya Proses Mengkualifisir Mentransmisikan dalam 
Arti Terjadi Penyebaran Secara Meluas 
Adam Chazawi61 mengemukakan bahwa unsur “menyebarluaskan, 
mempertunjukkan, dan menempelkan” dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP 
tidaklah sama akan terwujudnya perbuatan  sebagaimana dimaksud 
tersiar di depan umum dengan unsur mendistribusikan, mentransmisikan 
dan membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hal yang 
membedakannya adalah pada sifat atau keadaannya.”  
Dalam Pasal 310 manakalah sudah ada tindakan 
meyebarluaskan, mempertunjukan, menempelkan suatu gambar atau 
tulisan maka pada saat itu pula unsur tersiar di depan umum sudah pasti 
akan terpenuhi. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, tindakan 
mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya, 
                                                          
60 Kuasa Hukum Fadli Rahim, wawancara 5 September 2015 
61 Adamichazawi.blogspot.com 
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walaupun sudah dilakukan oleh si pelaku belum tentu pada waktu itu 
dapat dimaknai telah terjadi penyebarluasan. 
Dalam konteks ini, kekeliruan yang terjadi dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa No:324/ Pid.B/ 2014/PN. SGM, hakim 
majelis menganggap bahwa “group line” yang menjadi media bagi Fadli 
Rahim menuliskan kata-kata bermuatan penghinaan merupakan ruang 
terbuka, sebab dalam group line tersebut, dapat mengundang 
pertemanan. Sehingga dengan demikian group line disimpulkan sebagai 
bagian dari media elektronik yang dapat diakses oleh publik. 
Padahal tidaklah demikian, ciri khas atau sifat yang terdapat dalam 
group line tersebut. Memang dapat mengundang banyak pertemanan dari 
media yang terbuka, tetapi harus diketahui bahwa dari awal sifat dari Grup 
Ikasalis 99, sifatnya tertutup, sehingga hakim kiranya tidak perlu 
membentuk penafsiran lain dari group line sebagai media yang terbuka. 
Terlebih-lebih berdasarkan fakta-fakta yang terbuka dalam 
persidangan, nyatanya Group Line Ikasalis 99 hanya berjumlah tujuh 
orang (Nasrum, Fadli Rahim/terdakwa, Fahmi, Uchu Smile, Ninin, Dilla, 
Hasni), yang bisa dikatakan bahwa orang yang menjadi penerima 
informasi tersebut sifatnya terbatas. Hal ini sudah pasti bertentangan 
dengan makna: “diketahui umum” a quo “tersebar luas” sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Simons62 “bahwa kalau orang yang mengetahui 
informasi tersebut sifatnya terbatas maka bukanlah penghinaan.”  
                                                          
62 Lamintang. 1990. Op.Cit. Hlm. 303 
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Dengan demikian, karena dalam Grup Ikasalis 99 hanya berjumlah 
tujuh orang, jumlahnya terbatas, berarti unsur penyebarluasan informasi 
ini tidak terpenuhi dalam perbuatan mentrasmisikan yang dilakukan oleh 
Fadli Rahim. 
Bahkan keseuaian antara niat dan perbuatan jahat yang terjadi 
dalam kasus a quo, justru si penyebarluaslah yang harusnya terjerat 
dalam kasus ini, yaitu Hasni yang membuat tulisan dari Grup Ikasalis 99 
dengan menggandakan kemudian disampaikan ke Bupati. Hasni bisa 
dikatakan telah melakukan pendistribusian informasi yang bermuatan 
penghinaan terkualifikasi dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena dengan 
terjadinya pendistribusian/penggandaan dalam jumlah banyak (lebih dari 
satu), maka unsur mendistribusikan dengan terjadi penyebarluasan 
terhadap si pelaku (Hasni) telah terpenuhi semuanya. 
Hanya saja, karena Pasal 27 ayat 3 UU ITE, sebagaimana yang 
telah dinyatakan dalam Putusan MK a quo, Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
dikategorikan sebagai delik aduan, maka dalam perkara ini, Hasni yang 
meyebarluaskan informasi dari media tertutup (Grup Ikasalis 99) tidak 
dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari objek yang dituju, yaitu 
Bupati tidak mengadukan perbuatan Hasni sebagaimana telah 
menyebarluaksan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan  yang 
diduplikasinya dari  Grup Ikasalis 99.63 
 
                                                          
63 Wawancara: Muh Nursal, Kuasa Hukum Fadli Rahim, 5 September 2015 
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d. Tidak Ada Objektifisir Penghinaan dalam Pembuktian 
Terpenuhinya penyerangan kehormatan terhadap si Korban 
Dalam delik penghinaan terkait dengan pembuktian unsur-unsur 
tindak pidananya, merupakan delik subjektif yang harus diobjektifisir. 
Bahwa karena menyangkut perasaan nama baik dan kehormatan 
seseorang yang diserang sehingga menjadi mutlak bagi si korban untuk 
membuktikan pula penyebab kehormatannya menjadi rendah.  
Pembuktian ini sebenarnya hanya berupa pengakuan dalam bentuk 
mengajukan aduan atau laporan ke pihak penyelidik/penyidik, yang harus 
dikualifisir lagi pengakuannya pada saat pembuktian di persidangan. 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No:324/ Pid.B/ 
2014/PN. SGM, atas putusan yang menghukum Fadli Rahim sebagai 
penghina Bupati Gowa. Letak kekeliruan dari hakim majelis dalam putusan 
ini, yakni tidak mewajibkannya klarifikasi korban terhina di persidangan 
untuk mengobjektifisir perasaan subjektivitas terhina agar dapat 
memenuhi salah satu unsur dalam penghinaan, yaitu menyerang 
kehormatan dan nama baik seseorang. 
Oleh karena hakim menerima dakwaan Jaksa, bahwa perbuatan 
penghinaan Fadli Rahim berada dalam genus delicht Pasal 310 ayat 1 
(bukan Pasal 270 KUHP), menyebabkan dalam pembuktian di 
persidangan, seharusnya kehadiran si korban di persidangan menjadi 
wajib. 
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Muh Nursal64  mengemukakan “bahwa kehadiran korban menjadi 
penting dalam kasus a quo, sebab ternyata dalam pengajuan aduan di 
pihak kepolisian (penyelidik) juga bukan dilakukan oleh si korban, dalam 
hal ini Bupati Gowa, tetapi justru diwakilkan oleh Humas Bupati Gowa. 
Maka seharusnya dalam persidangan terhadap si korban wajib 
mengungkapkan rasa harga diri dan kehormatannya telah terserang oleh 
si pelaku.” 
Pada dasarnya, dalil yang dicantumkan oleh hakim majelis dalam 
putusan a quo, tidak dapat hanya bersandar pada standar pembuktian 
dalam hukum acara pidana dengan sistem negative wethelijkheit, 
terdapatnya dua alat bukti yang sudah bisa menjadi pendukung atas 
perbuatan pelaku maka dapat ditarik keyakinan hakim, benar adanya 
“perasan terhina” Bupati Gowa sudah terpenuhi. 
Penyandaran majelis hakim pada surat aduan yang awalnya juga 
surat aduan itu diajukan bukan oleh si korban sendiri dengan saksi-saksi 
yang hadir di dalam persidangan tidak dapat dijadikan ukuran bagi hakim 
kalau unsur “subjektivitas penghinaan” sudah memenuhi berdasarkan 
Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. 
Kekeliruan majelis hakim dalam putusan a quo, adalah 
disimpanginya asas dalam hukum pembuktian, hukum acara pidana yang 
berpijak pada pencarian kebenaran materil  (kebenaran yang 
sesungguhnya) tidak dijadikan dasar bagi hakim majelis untuk 
mencantumkannya kemudian dalam pertimbangan hukum.  
                                                          
64 Kuasa Hukum Fadli Rahim, wawancara 5 September 2015 
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Hakim majelis yang mengadili, memeriksa dan memutus  kasus 
Fadli Rahim telah mengenyampingkan pencarian kebenaran atas bersalah 
tidaknya si pelaku jika menghukum terdakwa harus terlepas dari “keragu-
raguan”. Keragu-raguan dalam memutus bersalah atau tidak bersalahnya 
si pelaku penghinaan  harus dihilangkan dengan alasan yang kuat setelah 
didapatkan keterangan langsung dari si korban terhina di persidangan. 
Putusan yang tepat terhadap kasus fadli Rahim, manakalah si 
korban menolak untuk hadir di persidangan pada tahap pembuktian atas 
keterangan saksi. Seharusnya, dengan tidak terpenuhinya objektifisir 
penghinaan dari si korban, in concreto Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang 
memuat pula unsur “penghinaan dan atau pencemaran”. Berarti, Fadli 
Rahim lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena salah satu unsur 
dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang merupakan unsur mutlak; 
“penghinaan dan atau pencemaran nama baik”  sama sekali tidaklah 
terpenuhi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
C. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka yang dapat menjadi kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dengan penghinaan Menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 dapat dibagi dalam tiga kriteria sifat 
pembeda, yaitu berbeda dalam penggolongan delik penghinaan; 
berbeda dalam pengaturan ancaman pidananya; dan berbeda pula 
dalam pemaknaan atas unsur diketahui umum terkait ketentuan 
penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE 
2. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu delik penghinaan yang 
terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai species delicht dari 
KUHP (genus delicht), sehingga konsekuensi hukumnya 
penggolongan delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga 
dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.  
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D. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi 
saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Revisi UU ITE ke depannya, sudah seharusnya mengatur secara 
jelas berbagi jenis delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP, 
ketika salah satu jenis penghinaan yang tercantum dalam KUHP a 
quo dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. 
2. Terkait ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE terhadap 
penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik, tidak perlu 
menggunakan ancama pidana penjara dengan standar 6 (enam) 
tahun. Sebaiknya rumusan ketentuan tersebut diformulasikan 
dalam kalimat: “bahwa salah satu atau lebih dari satu 
penggolongan delik penghinaan dihukum pidana dengan 
pemberatan 1/3 dari pidana yang diancamkan berdasarkan KUHP 
jika locusnya terjadi melalui ITE.” 
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